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ABSTRAK

Tujuan Penelitian dalam Disertasi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan
regulasi mengenai hak dan kewajiban profesi dokter sebagai penyedia layanan
kesehatan belum berkeadilan, Menganalisis dan menemukan regulasi mengenai hak
dan kewajiban profesi dokter sebagai penyedia layanan kesehatan saat ini dan
menemukan rekonstruksi regulasi mengenai hak dan kewajiban profesi dokter
sebagai penyedia layanan kesehatan berbasis nilai keadilan. Paradigma penelitian
adalah Konstruktifsme, metode pendekatan social legal. Teori hukum yang
digunakan sebagai pisau analisis adalah teori keadilan Pancasila, teori system
hukum dan hukum progresif. Hasil Penelitian menemukan Bahwa regulasi
mengenai hak dan kewajiban profesi-dokter sebagai penyedia layanan kesehatan
dalam Undang -Undang Nomo;«' Fghun 2023 tentang Kesehatan belum
" nty mengenai imbalan atau gaji profesi

ba gan antara kompensasi yang
ng dihadapi, serta tidak
(urangnya infrastruktur

diterima dengan
mempertlmban kKan

ak serta kewajlban
2 omodasi berbagai
tantangan prak-t ‘: i pel Fd’k.* am pencatatan medis

\ ir jika ada kelemahan
yang perlu dlpe'r Kl me 'reV131 dan pembaruan

273 dan Pasal 274 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Kata Kunci: Rekonstruksi; Kesehatan;Dokter;Keadilan;Hak;Kewajiban.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hal yang penting bagi semua manusia yang
didalamnya memuat suatu kondisi keseluruhan termasuk keseimbangan

fisik, mental dan sosial yang yang sejahtera secara utuh. Kesehatan juga

WP
UNISSULA
\ Pwellul) !éfei;,‘;!.'ﬁ’..jw;?r?ﬁsl@r

Arab “ash-shihhah” yang

benar, dan sesuai dengan
kenyataan. Kata sehat dapat diartikan pula dalam keadaan baik segenap
badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), waras, mendatangkan
kebaikan pada badan dan sembuh dari sakit. Dalam bahasa Arab terdapat

sinonim dari kata ash-shihhah yaitu al- ‘afiah yang berarti ash-shihhah at-

! Fertman, C. 1., & Allensworth, D. D., Health Promotion Programs: From Theory To
Practice (San Francisco: Jossey Bass, 2010), hal. 4



tammah (sehat yang sempurna ). Kedua kata ash-shihah dan al-afiah sering
digabung digabung menjadi satu yaitu ash-shihhah wa al’afiah, yang dalam
Bahasa Indonesia menjadi ‘sehat wal afiat’ dan artinya sehat secara
sempurna. > Sedangkan kata sehat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah
suatu keadaan/ kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari

sakit.

&
Qe 3 SULA
sl i{" £l Lkallelmale.

2. Memandang sehat dalam konteks lingkungan internal dan ektersnal.
3. Sehat diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Sehat bukan
merupakan suatu kondisi tetapi merupakan penyesuaian, dan bukan

merupakan suatu keadaan tetapi merupakan proses dan yang dimaksud

2 Nadya, “Konsep Sehat Dan Sakit”, https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/konsep-
sehat-dan-sakit diakses pada tanggal 13 Desember 2023
% Ibid



dengan proses disini adalah adaptasi individu yang tidak hanya terhadap
fisik mereka tetapi terhadap lingkungan sosialnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa batasan sehat menurut WHO meliputi
fisik, mental, dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah proses
mempertahankan dan mendukung keutuhan integritas manusia dalam
keseimbangan fisik dan mental untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar

secara optimal.

ya akan berpengaruh

| ¥ .
terhada \ U N i g Q u L ﬁ rupakan dasar dari

LT L3
diakuinyalIL "?'E“'*"-;_qu l@-‘”&“’ﬂﬂ%?ﬁﬁ"ﬁh seseorang menjadi tidak

eseorang tidak akan mampu
memperoleh hak-hak lainnya, sehingga kesehatan menjadi salah satu
ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari

sumber daya manusia (Human Development Index).’

4 Heru Nurcahyo, [lmu Kesehatan Jilid I (Buku Sekolah Elektronik, 2008), hal. 4
> Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM ", Jurnal Ilmu Kedokteran,
Jilid 2 No. 1, 2008, hal. 2



Kesehatan secara umum dapat didefinisikan sebagai keadaan
kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya ketiadaan
penyakit atau kelemahan. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari
kesehatan fisik yang berhubungan dengan fungsi tubuh, kesehatan mental
yang berkaitan dengan keadaan psikologis dan emosional, hingga kesehatan
sosial yang menyangkut bagaimana seseorang berinteraksi dengan

lingkungannya dan masyarakat. Salah satu unsur terpenting dari

érbagai peraturan dan

| .
kebijaka ! H Eﬁﬂ i E s w l & an publik, memastikan
| ™ .
, r?!ﬂl-‘!.y |@‘:"1!J ﬂ{ﬂ.;ﬁﬂnl,? il dan merata, serta

akses te
mempromosikan praktik Kés"é'ha ar

aik. Ini mencakup peraturan
tentang layanan kesehatan, kebijakan kesehatan masyarakat, regulasi
terhadap praktik medis dan farmasi, hingga undang-undang yang berkaitan
dengan hak asasi manusia dalam konteks kesehatan. Tujuan utamanya

adalah untuk menciptakan sistem kesehatan yang efektif, efisien, dan

® Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo,
2018), hal. 1



berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.
Kesehatan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

K/
i \
O 4:0

secara ekonomis.

iy, . |
EJ W ﬁ s g w & ﬂ tahankan hidup dan
el goalenlolyinsla

. Setiap orang berhak mdup"'%te' eram, aman, damai, bahagia, sejahtera,

lahir dan batin.

3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga
terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan. Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk

menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan



kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih
menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai
kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan
terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam
kemungkinan waktu yang secepatnya.’

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai

hak asasi manusia memiliki. yuridis internasional dalam Pasal 2
»

enuhan hak asasi

\ L
manusia'-.II M W Q 15 E gj L & /. .
I\ Aellol !é.aé‘b!l.glm:.‘am!,t_a- {AM) harus diwujudkan

dalam bentuk pemberian “berbagai sehatan kepada seluruh

masyarakat melalui pemyelenggaraan Pembangunan kesehatan yang
berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.® Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu,

keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap

7 Dedi Afandi, op. cit., hal.3

8 Hafid Abbas, Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam
Mencegah Malpraktek Kedokteran (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen
Hukum dan HAM RI, 2008), hal. 1



kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak
hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu.

Selain itu, orang yang sedang sakit (pasien) tidak dapat
menyembuhkan penyakitnya sendiri, sehingga tidak ada pilihan lain selain
meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan
penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang

dikenal dengan upaya leizgan cara memberikan pelayanan

Frasa kata “yang layak” dapat dimaknai bahwa negara tidak hanya
bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan

fasilitas kesehatan dengan standard tertentu yang dianggap layak.!

® Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 35

10 Abdul Bari Saifudin, Dkk, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan
Neonatal, (Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009), hal. 18

1 Fheriyal Sri Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas
Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19457, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, 2015, hal. 2



Dalam pelayanan kesehatan, Tenaga kesehatan memainkan peran
yang sangat penting. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang
memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang
mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah,
mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.!?

Mereka adalah individu yang terlatih dan berkualifikasi untuk memberikan

berbagai jenis layanan dan. perawatan kesehatan kepada individu dan

=
w W I E 3"1‘ W L A npilan yang diperlukan

LT L
d ""ELL’!g I&;‘? ~1;:;’ui?-]s-i$g-ﬁi?!,-1}‘l' 1 berbagai jenis penyakit,

Pada mulanya, dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi
spesialis digolongkan sebagai tenaga kesehatan oleh Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tetapi setelah

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015,

12 Anna Kurniati dan Ferry Efendi. Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia,
(Jakarta : Salemba Medika, 2012), hal. 3



pada bagian pertimbangan putusan, Majelis Hakim menimbang bahwa
dokter dan dokter gigi merupakan profesi yang mempunyai kedudukan
khusus terkait dengan tubuh dan nyawa manusia, sehingga secara mandiri
dokter dan dokter gigi dapat melakukan intervensi medis teknis dan
intervensi bedah tubuh manusia yang tidak dimiliki jenis tenaga kesehatan

yang dilakukan secara mandiri. Setelahnya, dokter, dokter gigi, dokter

.- is digolongkan sebagai tenaga medis.
qbagai suatu nilai universal yang

dokter
. II . N ' | 1
pasien dlH tas kepentingan pribadi, hal erschi kup dalam etika dan

LT L3
disiplin prof ’ﬁfﬂ--ﬂy |&A‘r’:¢.’,.€£m tedis (dokter dan dokter gigi)

i

adalah tenalll'ga profesional Yar{g berbe
pekerjaannya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga medis. Karena
sifat dan hakikat yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga profesi
dan vokasi kesehatan lainnya, maka pengaturan substansi profesi
kedokteran tidak dapat digabungkan atau disamaratakan dengan profesi

lain. Kepastian hukum bagi tenaga medis harus dapat memajukan dan

13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII1/2015 Tahun 2015, hal. 217



menjamin pelayanan medik yang berbeda dengan tenaga kesehatan
lainnya.’* Sehingga dapat dikatakan bahwa, tenaga medis adalah setiap
orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki sikap
profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi
kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan.

Untuk meningkatkan inutu dan kompetensi teknis keprofesian

r, dokter spesialis,

e
w ﬁ‘q H g ﬁ u L ﬁ on dalam melaksanakan

LT L
upaya kesel ’?""I‘Lﬁy Ié?e‘:?lmfﬂgﬁ-?hﬁ ktik kedokteran. Untuk

. i .
memberikan perlindungan dan jaminan t

kepada penerima pelayanan
kesehatan, dokter dan dokter gigi, diperlukan regulasi yang mengatur
pelaksanaan praktik kedokteran, yang termuat dalam Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di

Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Surat izin praktik dikeluarkan

1% Ibid, hal. 219

10



oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik
kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. Praktik kedokteran
diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter
gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan
penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan
kesehatan. Dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib

mengikuti standar pelayanan kedokteran.

Hak :‘1}-‘//\\ gofesi dokter tercantum dalam
‘_gf' ahuiy 20048 [fe raktik Kedokteran,

jang melaksanakan tugas
sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar
prosedur operasional;

3) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau
keluarganya; dan

4) Menerima imbalan jasa.

11



b. Kewajiban dokter
1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai
keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu

melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

3) Merahasiakan ' yang diketahuinya tentang pasien,
J’f ’

a SEIC

L
u ?_{ ﬁ g Q u dai & yan profesi dokter dalam

Undang-I} d #ﬂ"l"‘sy l@*ﬁ:?lghtﬁgﬂﬂlﬁ? ang berkeadilan? Hak dan

kewajiban profesi dokter S'e‘b?g'a' enyedia layanan kesehatan
yang berkeadilan merupakan hal yang penting dalam praktiknya untuk
sebagai payung hukum dalam seorang dokter melaksanakan praktik
kedokteran serta perlindungan hukum bagi dokter maupun pasien.

Latar Belakang tersebut diatas, menjadikan penulis tertarik untuk

mengangkat dalam bentuk disertasi dengan judul Rekonstruksi Regulasi

12



tentang Hak dan Kewajiban Profesi Dokter sebagai Penyedia Pelayanan

Kesehatan yang Berkeadilan.

. Rumusan Masalah

Sebuah penelitian tentunya membutuhkan fokus penelitian yang

tertuang dalam perumusan masalah. Dalam penelitian ini perumusan

masalah dituangkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

vajiban profesi dokter sebagai penyedia

1. Mengapa regul B

pelayanan keseh
. \smM ‘XA kewajiban profesi dokter

A KS1E

M :5‘ i :E'}g u L & encerminkan fokus

L
I
penelitianlI ""'EI""*!'-? Iiﬂ‘ﬁ:?!ﬁ!nﬂ:{?—#k} bih operasional dan terinci

yang menjadi tujuan penelrrl‘a‘ﬁﬂ“ adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi hak dan kewajiban
profesi dokter sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang berbasis
nilai keadilan.

2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi hak dan

kewajiban profesi dokter sebagai penyedia pelayanan kesehatan belum

berbasis nilai keadilan.
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3. Untuk merekonstruksi regulasi hak dan kewajiban profesi dokter

sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara
teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

asil dari penelitian ini

N

UHlssu"A rikan sumbangsih
mﬂﬂggléabwh //

legislatif dalam mewujudkan regulasi tentang hak dan kewajiban
profesi dokter sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang berbasis
nilai keadilan.

b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi
pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar
mengetahui tentang regulasi tentang hak dan kewajiban profesi

dokter sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang berbasis nilai

14



keadilan.

c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga
bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan
peneliti di bidang hukum, khususnya hukum kesehatan yang

tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis

geluti nantinya.

B\ uNissuLA

Bahasa Indonesia berasal dari

kata konstruksi yang berarti pembangunan lalu ditambahkan imbuhan
re sehingga menjadi rekonstruksi yang memiliki arti pengembalian
seperti semula atau penyusunan kembali. Rekonstruksi adalah
pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula. Penyusunan atau

penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun

15



kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.®

James P. Chaplin menyatakan dalam bukunya, Reconstruction
merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk
menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna
materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.®

Sehingga maksud dari rekonstruksi yakni membangun kembali,

&9
UNHISSULA
A Pl 2ottt simale,

sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi

kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini. 8

15 B.N. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996) , hal. 469

16 James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997),
hal. 421

17 Ira A. Maerani dan Nuridin, “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana
Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam", Jurnal Ilmu Hukum Pandecta, Vol. 1, 2015, hal. 2

18 Yusuf Qardhawi, Problematika Rekonstruksi Ushul Figih, (Tasikmalaya : Al-Figh Al-
Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, 2014), hal. 212
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2. Regulasi
Regulasi adalah sebuah istilah yang mengacu pada proses
pembuatan dan penerapan aturan, hukum, atau pedoman. Dalam
konteks hukum dan pemerintahan, regulasi sering berkaitan dengan
cara otoritas atau badan pemerintah menetapkan standar atau aturan
untuk mengatur perilaku dalam masyarakat, lembaga dan organisasi
pada sektor tertentu.

RegL asi-dapat mencakup berbagai aspek seperti

/ i-hingga ekonomi, dan bertujuan

§

f
sartibkan perfitaku orar ferlibat dalam
il :
.4.,- 0ses te l&) masyarakat atau

Regulasi yang secara umum bisa diartikan sebagai pengendalian
yang berkelanjutan serta terarah, menjadi sebuah tolok ukur dalam
keteraturan. Regulasi biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan

kepada masyarakat supaya bisa berperilaku sesuai standar, dengan

19 Nurul Ismi Humairoh, (2022, 31 Agustus), Mengenal Definisi Regulasi serta Fungsi dan
Tujuannya, Kompasiana, https://www.kompasiana.com/gramediaofficial/630ee139dbfe1703301db
ef2/mengenal-definisi-regulasi-serta-fungsi-dan-tujuan-nya?page=1&page images=1
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tujuan meraih hasil tertentu.
3. Profesi Dokter
Kedokteran merupakan profesi yang membutuhkan penguasaan
sejumlah besar pengetahuan dan keterampilan Klinis, termasuk di
dalamnya adalah standar yang tinggi akan kebiasaan dan perilaku

yang tepat.?® Dokter merupakan seorang lulusan pendidikan

kedokteran yang ahli dgl nyakit dan pengobatannya, serta

/\‘e ntuk melakukan praktik medis

J' eriksaan rutin,

rigenai gaya hidup

2
UNISSULA
el gl el el

mendiagnosi IS, da awat sebuah penyakit atau

dengan pasien,

cedera. Sebelum menjadi seorang dokter, terdapat beberapa tahap
yang perlu dilewati seperti menyelesaikan pendidikan sebagai dokter

serta ujian khusus.

20 Cicih B. Purnamasari, dkk, “Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran Dalam
Persepsi Instruktur Dan Mahasiswa”, Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia, Vol.4, No.1,
Maret 2015, hal. 2



Dokter umum adalah istilah untuk dokter yang fokus merawat
masalah kesehatan umum dan gejala yang terjadi pada pasien. Seorang
dokter umum juga dikenal sebagai dokter layanan kelas satu, di mana
dokter umum berperan dalam penyediaan pencegahan, diagnosis dan
terapi awal. Sedangkan dokter spesialis berfokus pada area khusus

kedokteran. Mereka mendiagnosa dan mengobati kondisi yang lebih

kompleks dalam sialisasi mereka, seperti kardiologi,

" N . v,
DEGICSIOEG P
S )
&
U N ﬁ g s H ﬁ_ A. alam kedokteran
e 'Fr:“”*r_':’ !éﬁtﬂhﬂ.-@‘ﬂﬂng- untuk  melakukan

i
i
pertimbahgan‘srrgsiﬁm riikisi ilaku yang bertanggung

jawab dan bertindak berdasarkan kemampuan clinical reasoning. %

Perilaku profesional dalam kedokteran merupakan tindakan dari
pelaksana medis yang dapat diamati dan sesuai dengan standar etika
yang berlaku. Profesionalisme dokter merujuk pada seperangkat nilai,

perilaku, dan norma yang dianut oleh dokter dalam praktik medis

2! |bid,.
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mereka. Ini tidak hanya mencakup keahlian dan pengetahuan medis
yang komprehensif, tetapi juga etika, integritas, empati, dan komitmen
terhadap keunggulan dalam pelayanan pasien.

Seorang dokter dalam kegiatannya melakukan praktik medis juga
mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas
sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar

prosedur operasional, dan gtika profesi, serta kebutuhan kesehatan

pasien.

1050 |selenggarakan
sa5| untuk

cegah dan

f
an perseorangan,

W
U " ﬁ g &!- W L ,ﬂ, ahun 2023 tentang
it F"“'uﬂ"&;r Iijﬁ"; "‘ljl"nnﬂ. Kespl v,ﬁ- adalah segala bentuk

secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam
bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
Dalam arti sempit, upaya itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang

memberikan pengobatan kepada seseorang yang sakit, dalam hal ini

22 Abdul Bari Saifudin, loc.cit.



contohnya rumah sakit.3
Di Indonesia terdapat beberapa jenis pelayanan kesehatan,
yaitu:?*
a. Pelayanan kedokteran
Jenis pelayanan kesehatan yang harus pertama dipahami
adalah pelayanan kedokteran. Sederhananya, pelayanan

kedokteran (medi | service) adalah pelayanan kesehatan yang

elayanan kesehatan

&P
m ﬁq ﬂ 3 E U N ﬂ, rupakan bentuk

L\ dﬁ"u«!H l&ﬁiﬁ?-’d&haﬁh‘m{@k sian dilakukan secara

Jenis pemberian layanan medis dasar dan/atau medis
spesialistik kepada masyarakat ini mempunyai tujuan utama
untuk menyembuhkan, memelihara, dan meningkatkan

kesehatan. Serta mencegah penyakit sekelompok atau

23 Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di
rumah Sakit, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 19

24 https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/6-jenis-pelayanan-kesehatan-yang-umum-di-
indonesia/ diakses pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 20.04 WIB
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keseluruhan masyarakat.
c. Sistem rujukan pelayanan kesehatan
Sistem  rujukan  pelayanan  kesehatan  adalah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur
pelimpahan tugas dan tanggung jawab timbal balik pelayanan
kesehatan. Baik timbal balik vertikal (atau rujukan antar

pelayanan kesep an.. yang berbeda tingkatan) maupun

kup  jenis-jenis

yang meliputi

&P
w N‘l‘ ﬁ s Q u L I'i. ¢,/ pengobatan, dan

LT L3
ﬂ"’u"i"? !Ejﬁl‘!!ﬂlmﬁﬂﬁbj‘n man spesimen untuk

ujukan yang menyangkut
masalah kesehatan masyarakat yang mana bersifat preventif
dan promotif. Contohnya Survey epidemiologi dan
pemberantasan penyakit atas kejadian luar biasa atau
terjangkitnya penyakit menular.

d. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap

Pelayanan rawat jalan (ambulatory) adalah salah satu



bentuk pelayanan kedokteran yang tersedia untuk pasien yang
tidak membutuhkan pelayanan rawat inap. Jenis pelayanan ini
tidak hanya yang terselenggara di fasilitas pelayanan kesehatan
setara rumah sakit atau klinik. Tetapi juga terselenggara di

rumah pasien (home care) serta di rumah perawatan khusus

(nursing homes).

medls lainnya.
¥
UKISSULA
e rde b |@@‘H)ﬂﬂl-qﬂﬂm{@- alan dan rawat inap,
y care juga bagian dari
pelayanan kedokteran yang pasien butuhkan dalam waktu
segera (immediatlely) untuk menyelamatkan kehidupannya
(life saving). Umumnya, pelayanan gawat darurat terbagi ke
dalam tiga macam kegiatan di mana terselenggara di Unit

Gawat Darurat (UGD).
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f. Pelayanan dokter keluarga
Jenis pelayanan kesehatan yang terakhir adalah layanan
dokter keluarga. Sederhananya, pelayanan dokter keluarga
adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan
yang berorientasi pada komunitas dengan titik berat kepada

keluarga.

Pelayanan do .~:--. melibatkan dokter keluarga

&3 !
esefatan sekuriger-atau tingkal | Seperti rumah sakit

LT L3
o ﬂ"J'L-’!—!:’ lf_ﬁfﬁ?{}ﬂﬁlnﬁ;ﬁub@x au rumah sakit swasta.

tingkat ketiga, seperti
rumah sakit tipe A dan rumah sakit tipe B seperti RSUD serta RSUP
ataupun rumah sakit swasta yang lebih besar. Dalam penelitian ini,
penulis berfokus pada pelayanan kedokteran.

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan standar pelayanan
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kesehatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung
jawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan
kesehatan serta informasi dan edukasi kesehatan.
5. Nilai Keadilan
Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang

benar dan tidak sewenan -:n' Sementara Keadilan diartikan
g

&
UNISSULA

b aezllwl/ ',j ogi keaditan dalam Alquran disebutkan

dalam bérbagal bentuk istilah. Di antaranya ~adl, gisth, mizan, hiss,
gasd atau variasi ekspresi tidak langsung, adapun, terminologi
ketidakasilan adalah zulm, itsm, dhalal, dan lainnya. Kata “keadilan”
sering disebutkan dalam Alquran setelah kata “Allah” dan

“Pengetahuan”.®® Adapun tujuan berbuat adil, yakni untuk

25 Alisa Q, Pengertian Adil sebagai Upaya Menciptakan Ketentraman Hidup, Gramedia
Blog, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adil/
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menciptakan keharmonisan dan kesinergian manusia dalam menjalani
kehidupan. Adil harus dilakukan kepada siapapun, baik kepada Tuhan,
diri sendiri, orang lain, makhluk hidup lain, dan alam semesta.
Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis
besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak

kompensasi, hak hidu cara layak, hak menikmati pembangunan

jina gikan serta adanya keseimbangan

dan tidak adanya.pif

/,
)
a e

|1 . &
diterapk *"""'J"lﬂ'g : %E‘Qiﬁ*!-lﬂjrﬂiﬁﬁ"ﬂa?= 5 /sosial, budaya, dan

hukum d i

F. Kerangka Teoritis
Kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam grand theory
(teori utama), middle theory (teori tengah), dan applied theory (teori

pelaksana).



1. Grand Theory : Teori Keadilan Pancasila
Teori utama adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai
analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan
sebagai Grand Theory (teori utama) adalah Teori Negara Kesejahteraan dan
Teori Keadilan Bermartabat dan dilengkapi dengan teori keadilan menurut

Hukum Islam, maupun teori keadilan menurut filosofis Barat.

Keadilan bermartabat 2
,,./\\

dalah suatu teori hukum atau apa yang
\ nggris dengan konsep legal theory,

ala ]. hukum dimaksud
/

W
UNISSULA
’?"—?Jl‘lﬂ'j”“?bi'l}lul -1*1.45-?1‘?- //

erdasarkan Pancasila.

judul buku ini sebagai

suatu teori hukum berdasarkan

Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada
lapisan fondasi hukum yang tampak di permukaan dari suatu sistem hukum.
Teori keadilan bermartabat juga berusaha menelusuri dan mengungkap

lapisan fondasi hukum yang berada dibawah permukaan fondasi hukum

26 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, Bandung: Nusa Media,
2015, hlm. 43
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dari sistem hukum yang tampak itu. Teori keadilan bermartabat, sesuai
dengan ciri filosofis lama di bawah permukaan fondasi sistem hukum yang
baru yang tampak saat ini, serta mendobrak dari bawah landasan kolonial.
Fondasi yang sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan
bermartabat dipandang sebagai bottom-line dari suatu sistem hukum dimana

seluruh isi bangunan sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar

J um maupun konsep

@
legal phile u ﬁ';l i gg m L ﬂ orudence) dalam ilmu

LT L3
hukum supsg #"“ﬁ'ﬂy ) iﬂell:‘n‘ui’?rln}?ﬁrl!qb dtau menggunakan satu

konsep unfuk maksud semua  konsep-kot sep dimaksud ketika
membicarakan mengenai filsafat hukum.

Dengan demikian, sekalipun tidak terletakkan bahwa konsep-
konsep seperti teori hukum, filsafat hukum, atau filsafat legal maupun ilmu
hukum dan ilmu hukum substantif itu memiliki pengertian yang dapat
dibedakan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, pada intinya

semua konsep itu dapat digunakan secara bersamaan dengan maksudnya
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sama. Maksud yang sama tersebut, menjelaskan suatu sistem hukum. Sistem
hukum yang menjadi obyek penggambaran teori keadilan bermartabat
sebagai suatu teori hukum dalam buku ini adalah sistem hukum berdasarkan
Pancasila.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian
hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide

keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya

¢ berat sebelah; tidak

&g
ﬂ E“’ ﬁ g E ag na ﬂ /"{ g pada kebenaran. 3.
sepatutnya:\t ‘:‘fﬂlﬂ'g Ii&‘?{‘"u&hﬂ\“ﬂq? /

perlakuan dan sebagainya) Ya‘f;g adit.”

ialah sifat (perbuatan,

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial
sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa®® keadilan

sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil

27 Satjipto Rahardjo, //mu Hukum, Bandung: Alumni, 1982, him. 45.

2 Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, 2005, hlm. 7.

2 Ibid.

30 Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Peruliahan Program Doktor
Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2012, hlm. 5.
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Sumadi menjelaskan, bahwa®! substansi keadilan harus diformulasikan pada
tiga tingkat, yaitu Pertama, pada tingkat outcome. Kedua, pada tingkat
prosedur. Ketiga; pada tingkat sistem. Pada tingkat outcome, keadilan
berhubungan dengan pembagian (distributive) dan pertukaran (comutative),

sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang

dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

ertama: sifat aturan

| @
dari proftQu g Dotk K .

L ]
prosedur de mgj"l’*':? HM:}”ﬂl;ﬁ‘?ﬂ!‘@: perlakuan interpersonal.

penjelasan terhadap

Secara substansial keadilan 51?6 < th ditentukan oleh komponen
kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan
prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang
bahkan pada akhirnya menjadikan looking fair lebih penting daripada being
fair. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang

berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang

31 Ibid., hlm. 5-6.
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berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar
prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnnya merupakan kebijakan
umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan
outcome.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut:
1) adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;

fanpa lebih dan memberikan hak orang lain

yan dan pemahaman

/

&3
U ﬁ-{n‘ @ {g g gj o pi ﬂ, elalui upaya filosofis
yang sange “f'""'-l"l"‘"g l@%‘?!ﬂ.’*uiﬁu@?ﬁﬁﬁ!aﬁr ), bahwa keadilan sebagai

hasil dari p%angm

Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau

tang dunia secara umum.

pengertian lain dari pandangan ini.
Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

32 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlag, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, him. 71.
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mengutamakan “the search for justice”®® Terdapat macam-macam teori
mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut
hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.
Menurut Avristoteles dalam bukunya nicomachean ethics, bahwa3*
hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang
sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti
dipahami dalam pengerti kesamaan. Namun demikian, Aristoteles

Z2\

membuat pembedaan: {2 a-kesamaan numerik dan kesamaan

- ,
] . . -
/ - _ nakan setiap manusia sebagai

&3
U B,i g E @ U ﬁ_ ﬂ, menurut Aristoteles,

s [
ﬂ:'ﬂ“‘ ) g‘!,fli?ﬂh:h tql'gﬂllni:f::‘ﬂ'iw!‘ﬁ-

amakan antara prestasi dan
kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang

sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.

33 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius,
1995, hlm. 196.

34 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan
Nusamedia, 2004., him. 24.
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b. Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas
penghargaan.® Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah
disebutkan oleh Moedjono® dalam bukunya yang berjudul “Pengantar
Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat
Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang,
apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua)

macam keadilan:

-

bagian yang

yang menjadi

publik, sedangkan
N\ . T e

keadllamll w ﬁ‘@ ﬂ -G'b g u nb ‘F‘ // m hukum perdata dan

pidana. Keac *ﬁgﬁyléﬁ{:bﬂﬂLuj::fer:'[.g« adilan korektif sama-sama

rentan terh Kesetaraan dan hanya bisa

dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau

distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan

atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi

% Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1995, hlm. 154.

3 Moedjono, Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bagian I,
Yogyakarta: Penerbit Yayasan penerbitan FKIS-IKIP, 1974, hlm. 9.
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persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya,
pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi,
honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan
dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis,
jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan
dan barang berharga lain bq asarkan nilai yang berlaku di kalangan warga.

Distribusi yang adil b :‘5//\

akan distribusi yang sesuai degan nilai

anapun, ketidakadilan

f
akan mer W N E E:ﬁ u L ﬂ ing sudah mapan atau

Al = ; N .
telah terbe "f!u‘f’g!)) Ién it Dertugas membangun kembali kesetaraan

eadilan korektif merupakan
wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya
pemerintah.®

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya

dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat

37 Ibid., hlm. 25.
% Ibid.
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kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim,
dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum
tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara
hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat.
Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu

dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas

tertentu, sedangkan kep upa yang lain, kendati diwujudkan dalam

bentuk perundar_upakan hukum alam jika bisa
flalan’ & (4?’ 1 mempertahankan

7 Y

| o
U w ; i’g g. U el ﬂ ffwenambahkan tentang

; mfllerg'@ﬁ"‘ebllﬂl...;‘fma!@- berikut:*© keadilan ialah
i
keseimbangan batiniah dan fahiriz

perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim

perikan kemungkinan dan

toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di
atas, Soejono Koesoemo Siswono juga mengemukakan batasan kebenaran

ontologis, yaitu kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara

39 Ibid., him. 26-27.
40 Soejono Koesoemo Sisworo, Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum, Semarang:
FH UNDIP, tanpa tahun, hlm. 55.
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proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir
dengan hati nurani. Adapun makna dan fingsi kebenaran dan keadilan bagi
dan dalam putusan peradilan adalah bercorak indrovert, yakni seharusnya
menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud dan bercorak

ekstravert, yaitu merupakan ukuran/kriteria bagi putusan.*!
Kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan
keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Metode ontologis yang
// \ usan logis, rasional, intelektual,

\’fﬂ

L
ﬁr lbl ﬁ .t_‘t‘.# nek %, Iial ﬁ apatnya, bahwa*? hukum

LT L
Al #“?J-'lﬁ!.l‘;r I @?{i::lhjvﬁfﬂ‘!d?!f:l yai nilai-nilai yang harus

yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa
yang dianggap baik dan buruk. Kemudian tujuan negara Indonesia yang termuat
pada alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

4 Ibid., him. 55-56.
42 Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya, Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 26.,

36



b. Mewujudkan kesejahteraan umum;
€. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. Ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial;
Selanjutnya Muchsin mengemukakan pendapatnya, bahwa identitas
negara Indonesia dapat diidentifikasi dalam 6 (enam) poin pokok sebagai

berikut:

&
UNISSULA
Jsiu!ﬂylép.i‘i,':,w!!a?ln;;?ﬂﬁzku

untuk memajukan kesejahteraan umum.demikian pula dalam produk hukumnya
juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil
dan makmur.

Lalu Muchsin menjelaskan pula, bahwa* nilai hukum dapat diartikan

3 Muchsin, Nilai-Nilai Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia, Tanpa Tempat
Penerbit: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, hlm. 2.

*4 Ibid., hlm. 4.

5 Ibid., hlm. 7.
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sebagai suatu sifat atau kualitas hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang

mempengaruhi nilai hukum dalam berlakunya di masyarakat adalah:

a. Faktor filosofis.
Hukum itu harus memuat nilai-nilai tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan
keadilan. Selain itu hukum harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat
yang adil dan makmur, memberikan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun

batin.

b. Faktor sosiologis..+.

a yang berkembang di

sebagai sarana untuk

terjadi pertentangan.

Pada hakekatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur dan
menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam
menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa sanksi bagi yang
melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat maupun aparat pemerintah

sebagai penguasa.*®

% Ibid., hlm. 2.
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Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak tetapi mempunyai nilai-
nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah
satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-jalinan nilai dari konsepsi-
konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.*’

Keadilan berasal dari kata ‘adil”, yang apabila dilihat dari asal

katanya adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu al- ‘adl, yang berarti

“tengah” atau “pertengahati. Kata al- ‘adl sinonim dengan kata inshaf,
/

yang dapat //w— sadar dalam mengambil

lawan kata dari zalim (al-

a9
ﬂ ﬂ@ W 3 g w lida ﬂ nerus melakukan dosa
. “:H'ﬂ‘lﬁ'-y léﬁ*ﬁl’ll.-lmﬁ:ﬂ-‘s‘w‘.- orta menjauhi perbuatan

berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran.

47 Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum, Madzab dan Refleksinya, Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 26.

“8 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang Masalah
Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, hlm. 512

4 Al-Munjid fi al-Lughah wa al- ‘Alam, Beirut: Dar al Masyriq, 1998, him. 491

%0 Ahmad Ali MD, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, Jurnal Mimbar Hukum dan
Keadilan, Edisi No. 75, 2012, hlm. 132
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Pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi
pada jalan kebenaran dengan cara menjauhi apa-apa yang dilarang
dalam agamanya.>! Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab klasik
adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang
menunjukkan arti berbuat baik (fairness), keseimbangan (balance),
kesederhanaan (temperance), dan kejujuran (straightforwardness).>

Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu

: '/\h cepada manusia untuk dilaksanakan

1anusia tidak boleh

&3
“Ej N ﬁ %-?5 g U - m ﬂ n harus secara ketat
Sesuail' C mgll‘;‘.gl&%' |= "i"

jantung penerapan syariat,
dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.>* Keadilan

universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahan., yang

51 Al-Jurjani, al-Ta rifat, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003, him. 150

52 Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice, USA: The Johns Hopkins University,
1984, him. 8

% Muhammad Muslehudin, Philoshophy of Islamic Law and The Orientalist; a
Comparative Study of Islamic Legal System, Delhi: Markazi Makatab Islami, 1985, hlm. 101-102

5% Wahbah al Zuhaili, al-Figh Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar al Fikr, 2009, Juz IX, him.
411
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mengalami perubahan dan dinamika sesuai situasi dan kondisi (konteks)
ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (furu’),
karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab
yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian
realisasi keadilan syar’i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan

penalaran yang sahih secara syara’, yaitu pendapat/putusan hukum yang

encakup semua
h dan lebih

dakadilan.®® Dengan

&8
E}F W a E; g W 19k A ata hukum sehingga

"ﬁ{'l"l"!-y Ié*‘ﬁ;”ulﬂlrﬁ:;fﬂ'ﬁv berarti keadilan sebuah

putusan hukum yang dija erhadap pencari keadilan
(justisia belen), haruslah diambil berdasatkan kebenaran substantif,
memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.>’

Adapun standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma-

norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip

55 [hid, him. 412
%6 Muhammad Muslehudin, Op.Cit., him. 102
5" Ahmad Ali MD, Op.Cit., hlm. 135
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hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang
baik antara hukum dan moralitas. Dengan demikian, yang dimaksud
keadilan dalam Islam adalah harmonisasi antara kebebasan individu dan
kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak sama sekali
dihancurkan oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat
yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga

kepentingannya yang sah.dilindungi. Disinilah hukum memainkan

mengganggu

apat diakhiri dan

u “ ﬁ @Q u Lﬂ. / hi kewajiban dan
, it "'.y lﬁﬁ?ﬂﬂlm}:ﬁﬂﬂr@ vang dinamakan berbuat

dalam surat al Nahl ayat 90.%°

%8 Ibid, him. 106
9 Wahbah al Zuhaili, Op.Cit., him. 388. Dalam konteks pemidanaan dikenal suatu

pendekatan, yaitu pendekatan interaksi antara “perbuatan-pelaku dan korban” (crimes, criminal and
vistims relationship). Dari pendekatan ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu (1) nilai keadilan tidak
diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum
atas korban dan pelaku kejahatan; (2) semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai
keadilan yang harus dipertahankanlebih dari nilai kepastian hukum. Lihat dalam Ridwan Mansyur,
Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan
dalam Rumah Tangga, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September
2007, hlm. 44-45
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Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang
mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda
dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh A/
Qur’an, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib
dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh
membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan

gga tidak ada kebohongan.

u W i g% u ﬂ_ ﬂ. / uskan hakim, tetapi
. .
W\ el Soainsliol mala

Upaya mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah,

maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan
keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan

Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim

80 Hasbi Ash-Shiddigie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, Bandung:
Pustaka Setia, 2000, hlm. 198-199
61 Wahbah al Zuhalili, Op.Cit., him. 405
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telah secara transendental didasarkan kepada keadilan Ilahiyah.%? Jadi
eksistensi keadilan selalu ada di dua tempat, yakni keadilan manusiawi
yang sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya
obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang
membenarkannya, karena ada tidaknya kebenaran obyektif hanya
bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.®?

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam

amun keadilan hukum

&g
UNISSULL
L Seellalligeslitelatmale,

u membelinya, namun

keadilan akan menjadi murah tatkala parz penegak hukum tidak lagi

berlaku jujur dan amanah dalam menjalankan profesinya. &

62 Di Indonesia setiap putusan hakim wajib ada irah-irah (kalimat pembuka), “Demi
Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan apabila suatu putusan hakim tidak memuat
irah-irah tersebut, maka putusan hakim menjadi batal demi hukum. Ini artinya bahwa putusan hakim
haruslah sedapat mungkin mendekati keadilan ilahiyah.

63 Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., him. 166

64 Wahbah al Zuhaili, Op.Cit., him. 402

8 Al Jurjawi, Hikmat al Tasyri’ wa Falsafatuhu, Juz 11, Beirut: Dar al Fikr, 2007, him. 102-
110
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Grand theory adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi
hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai grand
theory (teori utama) adalah teori keadilan Pancasila.

Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau
menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-
undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang

_yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial

\ :h bangsa Indonesia
\\.f (kenyataan,

Pancasila mampﬁﬂ memberik ifai-nilai keadilan sebagai
pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia
sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru

yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut

diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang

% Ferry 1. Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan
Ideologis Bangsa”, DiH Jurnal Hukum, Vol.13, No.25, Februari 2017, hal. 3
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Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain
persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga
menjadi permasalahan yang juga dianggap mendesak untuk segera
diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan
masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.®’

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia

) o g teo: 1'cakupan lebih sempit
dari l" !, H ' q s !-' N ﬂ; '/ [ an digunakan sebagai
\\ Al |é°bl'&l.wh

H
'

ini adalah teori sistem

hukum.
Kata “sistem” berasal dari kata” systema” yang diadopsi dari
bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari

bermacam-macam bagian".®® Kehidupan akan menjadi tertata dan

%7 Ibid, hal. 6

%8 Ibid, hal. 9

69 Ade M. Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta: Rajawali Press,
2004), hal. 4
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kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem
hukum.”® Dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat
operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem
yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia
hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan
hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen

i-bekerja sama dalam satu kesatuan untuk

ang akan menentukan

W
u a-‘ : $ g w n d: ﬂ pkan atau tidak.
""‘g‘l"l“"-"-g !@éﬂ-‘u fi1 sesuail oo sistem hukum menurut

Lawrence M. Friedman terdiri atas:

a. Struktur Hukum (Legal Structure)
Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan
oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam

rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini

70 Salim, H.S, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2012),
hal. 71

"l Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York:
Russel Sage Foundation, 1975), hal. 4
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dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu
memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum
secara teratur.’
b. Substansi Hukum (Legal Substance)
Substansi hukum adalah output dari sistem hukum, yang

berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan

C.

-nilai dan sikap-sikap

' disebut sebagai

| 0
% N
* ffingsi sebagai

L
u q ﬁ sg u L#’l ’f nya khusus dalam

aho "‘"fl"l‘i"‘-y liﬁﬁ:ﬁﬂfﬂ_ﬁﬂ-rgg an digunakan sebagai

applied penelitian ini adalah teori
perlindungan hukum dan teori hukum progresif.
a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)

21bid, hal. 16
3 Ibid, hal. 15
 Tbid.
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yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum.™

Phillipus M. Hadjon menyatakan, bahwa perlindungan
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat

preventif dan respresif. Perlindungan Hukum yang preventif

bertujuan cegah terjadinya sengketa, yang
yr

/\\ rintah bersikap hati-hati dalam

u Hg i g'g U L ﬂ aman, baik secara

L ]
‘“F”-'é'&f '@!‘?ﬁzrﬂﬂ.\gﬁmdzy. )erbagai ancaman dari

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa
perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal

dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri

75 Satjipto Raharjo, Imu Hukum, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), hal.103

76 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2011), hal.10

" C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, Jakarta, 1989), hal. 102
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atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan
perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif
yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Bentuk
perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan
perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu

pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam

melakukan keerlindungan Hukum Represif berfungsi
untuk men s:”«‘/\\ ang telah muncul akibat adanya

o

embangan hukum
:ngan berdasarkan

[lj.‘ W@ i %g u L& Ikan manusia untuk

‘;“:'-l"l"'-_i:g l‘::‘f?‘?iﬁ?!-lﬂlﬁtﬁqr!,?:- masyarakat, bukan
sew A K enurutnya, ditentukan
dengan kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan
manusia.’®

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, penegakan hukum

progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar

78 https://www.hukumonline.com/berita/a/maestro-hukum-progresif-itu-telah-tiada-
1t4b4745cf47f9¢/ diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 21.23 WIB
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mengacu pada hitam-putih dari peraturan (according to the
letter), melainkan menurut pada semangat dan makna lebih
dalam (to the very meaning) dari undang-undang atau hukum
dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya berdiri atas
kecerdasan intelektual, didalamnya termasuk juga kecerdasan
spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum dilakukan dengan

dedikasi, komitmen terhadap

| moral keadilan

nasyaraket IE.'E WJ ‘_ﬂ ah bahwa hukum
L o el Ul&'«iﬂ“ !‘ﬂif'!ﬂh{"" ; untuk kesejahteraan
\ R N

ehidupan yang baik,
bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum
yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta

bersifat membebaskan.&

79 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009), hal. xiii

8 Moh. Mahfud MD, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif — Urgensi dan Kritik,
(Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, 2011), hal. 5



G. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat digambarkan skema

sebagai berikut:

A

Keadilan Islam < » | Keadilan Pancasila

\ /

Pancasila Sebagai Landasan Idiil dan Undang
undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Sebaoai Landasan Konstitusional

q KONStry L ReguTrdS 1K
NS SINN A
L3
\ el Zonleslolusinola
- L“_-’_ — L Fa
AN S
Kerangka Teori: Perbandingan dengan Undang-
1. Grand Theory: Teori Keadilan Undang Nomor 29 Tahun 2004
Bermartabat tentang Praktik Kedokteran
2. Middle Theory: Teori Sistem Hukum
3. Applied Theory: Teori Perlindungan

Hukum Dan Teori Kepastian Hukum

Rekonstruksi Regulasi tentang Hak dan Kewajiban Profesi
Dokter sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan yang
Berkeadilan
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang dipergunakan
untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan
masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.8! Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri

atas:

littan 1ini adalah

ktivisme ialah

¢ paham realitas atau

c /
ilmlllll pengetaiiian § Paradigs: u [ me / ilmu sosial sebagai
- ‘;a-*fuﬂpgl ;‘;’-jﬂ‘uugl e 17 I‘p, ; ;
3 | sistematis  terhadap. socially meaningful action melalui

o N—
pengamatan langsung dan terperir

rhadap pelaku sosial yang
bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial
mereka.?

Dalam metodologi, paradigm aini menggunakan berbagai

macam jenis pengonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah

81 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 43
8 Dedy N. Hidayat, Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik, (Jakarta:
Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003), hal. 3

53



konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek: hermeunetik dan dialetik.
Hermeunetik merupakan aktivitas dalam mengkaitkan teks-percakapan,
tulisan, atau gambar. Sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog
sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah
pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti.
Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai

dengan maksimal .8

\ !.:Elg !;‘-_L,s H.” !m % / n metode pendekatan
e |

.-'x
pendekatan ini diharapkan dapat diketahui bagaimana hukum yang

secara empiris merupakan gejala masyarakat dapat dipelajari sebagai

suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat pada berbagai segi

185

kehidupan sosial.>> Dapat dikatakan, yuridis sosiologis adalah metode

8 Lawrence Neuman, Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,
Terj. Edina T. Sofia, (Jakarta: Indeks, 2009) hal. 493

8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007), hal.27-28

8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : PT.
Ghalia Indonesia, 1990), hal. 34
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pendekatan dengan cara mengkaji suatu konsep, kaidah-kaidah,
pandangan atau kepercayaan masyarakat serta doktrin hukum yang
diperoleh dari bahan hukum sekunder dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis,

dimana hukum itu

W
UNISSULA

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam

penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis
normatif yang disajikan secara Deskriptif Analitis, yaitu
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya.

8 Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 1-14
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Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar
diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik.
mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
diajukan dalam usulan penelitian ini. maksudnya dari penelitian ini
diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan

sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek

UNISSULA

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak
pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil
observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

b. Data Sekunder
Adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan,
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bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun
yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder
diklasifikasikan menjadi:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
utama. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan dan sega

e

a dokumen resmi yang memuat ketentuan

ifiner dalam tesis ini adalah:

Lidis g u I O Republik Indonesia
ﬁl@g'@ﬁul'ﬂmg-@ri@ 0015.

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini berupa
pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari
literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun
website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum
sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer. Bahan sekunder memberikan penjelasan
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terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil
karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan
dengan penulisan penelitian ini.%’
3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang

memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum

/
melalui membaca,

Studi pustaka
in seperti buku, jurnal,

aber data.

Pada dasarnya, studi kepustakaan adalah proses untuk
melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan
sebelumnya terkait berbagai macam topik. Karya literatur yang
ditinjau atau dipelajari dapat mengacu kepada tulisan-tulisan non-

fiksi makalah ilmiah, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan di luar

87 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 2003), hal. 13
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karya ilmiah namun masih merupakan tulisan non-fiksi seperti buku
atau artikel.
b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data
yang biasa diterapkan dalam suatu penelitian. Kaidah ini dilakukan

ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung

H\ i tujuan penelitian.
%2 .

1 subjek kajian
>

beril ¢si langsung agar

()

= /|

;g porolehd }ilta yang akurat.®
&

| ¥

\\Analisis ddaca, Gaiat pefolicn i

h el éy‘-‘-bl"gl,wh
D G

f merupakan proses

akd catatan lapangan yang

E’

telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti
dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data meliputi kegiatan
pelacakan, pengorganisasian, pemecahan dan sistesis, pencarian pola
serta penentuan bagian-bagian akan dilaporkan sesuai dengan fokus
penelitian. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan, terus menerus

dan berulang-ulang.

8 Neuman, op.cit., hal. 75
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Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis
deskriptif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis akan
dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran

yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.%

I. Orisinalitas
Orisinlitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang

menyatakan bahwa pene i s’rﬁ- ilakukan benar-benar orisinil (orginal),

FH/

2 *f!!l' cbz - yanan Kesehatan Yang
\ UNISsuLA
Aot/ £5010 lolusinola

. .
J. AL CNUIISS

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan
judul “Rekonstruksi Regulasi tentang Hak dan Kewajiban Profesi Dokter
sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan” disusun

sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

8 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta:
Suaka Media, 2015), hal. 9
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BABI Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar
Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian;
Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual, Kerangka
Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas
Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BABII Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-

teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori

e
o
o
!"F
) Ui
o

ntuk memberi gambaran dan

.&} tang materi penelitian akan
] (\
b 4

'\"i.

dar1 rumusan

ngapa regulasi

i, o
u N H’ E g u L A s¢bagai uraian bahasan
ﬁﬂ"u*!yl %ﬁe‘uﬁm r‘-i.vf'u'v‘h

BAB IV Bahasan patlaﬁba ini

atkan pokok bahasan dari
rumusan masalah kedua yakni mengenai kelemahan-
kelemahan regulasi tentang hak dan kewajiban profesi
dokter sebagai penyedia pelayanan kesehatan, dengan sub
pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan

masalah yang kedua.
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BABV

BAB VI

Bahasan pada bab ini menguraikan mengenai pokok bahasan
dari rumusan masalah ketiga yakni bagaimana rekonstruksi
regulasi tentang hak dan kewajiban profesi dokter sebagai
penyedia pelayanan kesehatan berbasis nilai keadilan,
dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian
bahasan rumusan masalah yang ketiga.

Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun

\. ang merupakan jawaban dari

.,

UNISSULA
'&’MI@EE,WQ.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Regulasi Layanan Kesehatan
1. Pengertian Regulasi
Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia memerlukan

suatu struktur yang memberikan jaminan atas kenyamanan dan

dtau organisasi
lak sesuai dengan

o jawabnya. Tujuan

bamandng Kesebata w gkungan dan/atau keadilan dalam
i dﬂqylli&?uﬂi’w’!ﬁ? dapat diinisiasi oleh

Pemerlntah atau lembaga 1a1n untuk menjaga kepentingan umum atau

mencegah praktik yang berpotensi merugikan kepentingan umum.
Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum

formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa

unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh
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lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Handbook of Regulation and Administrative Law (Rosenbloom:2009),
mengartikan regulasi sebagai area proses yang melibatkan tiga lembaga
negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks
administrasi publik. Meliputi tiga aspek penting, yaitu penyusunan

peraturan, implementasi atau penegakan, serta ajudikasi.

keberlangsun . at-atau negara. Beberapa fungsi di

a9
£d Keamanang da u -seha ulasi untuk menjaga

|1 . &
ke "J"l"i'gy Iéﬁe{:?uﬁlnﬁ-{ﬁ-ﬂ@- serangkaian aturan dan

kebijakan yang dibua tama untuk melindungi
individu dan masyarakat dari risiko, bahaya, atau ancaman
terhadap keselamatan dan kesehatan mereka. Contohnya, regulasi

untuk menjaga keamanan dan kesehatan termasuk standar

keamanan pangan yang memastikan bahwa makanan yang

% http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi, diakses
pada tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 21.02 WIB

%1 https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/, diakses pada
tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 21.24 WIB
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dikonsumsi oleh masyarakat aman dan bebas dari kontaminan yang
berbahaya, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang
mengatur kondisi kerja dan mencegah kecelakaan atau penyakit
terkait pekerjaan, serta regulasi transportasi yang mengatur standar
keselamatan untuk kendaraan bermotor dan infrastruktur jalan
raya.

Melindungi Konsumgn, regulasi digunakan untuk melindungi

W
u ﬂ i EE u ﬂ_ ﬁ akan lingkungan bisnis

ﬁg‘“*«%ﬂéﬁﬁ?”ﬂlﬂiﬁﬂll@ dan mengatur tentang

yaan intelektual "sehingga mer dorong perusahaan untuk

melakukan riset dan pengembangan produk yang lebih baik.

Melindungi Lingkungan Hidup, regulasi untuk mengatur tentang
penggunaan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi
karbon, dan wupaya lainnya untuk menjaga keberlanjutan

lingkungan hidup.
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Regulasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur
dan mengontrol perilaku dan tindakan masyarakat dalam berbagai aspek
kehidupan. Dengan adanya regulasi yang efektif, dapat memastikan
keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks kenegaraan, regulasi adalah instrumen untuk

- JL atau komunitas

atkan proses khusus
di mid asyardkal alausuatul lambaca fertediu menyepakati untuk
'-,III ?‘!‘!"«J'l«'..y Ié1 shelanmda in guna mencapai tujuan

bersama dan bila terja

di ‘f;'é ar hadap regulasi tersebut akan
dapat dikenai sanksi.
. Sejarah Regulasi Pelayanan Kesehatan

Sejarah yang mencatat kemerdekaan Republik Indonesia pada
tahun 1945 menaruh harapan besar bagi segenap warga negara

Indonesia dalam semua aspek kehidupan untuk menjadi lebih baik.

Salah satu aspek yang menjadi harapan adalah bidang kesehatan.
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Perbaikan di sektor kesehatan terutama dititik beratkan pada upaya
pemerataan pelayanan kesehatan yang bisa menjangkau seluruh
masyarakat diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang
notabene merupakan negara kepulauan yang sangat luas wilayahnya.
Pembiayaan kesehatan negara Indonesia pada masa tersebut sepenuhnya

berada dalam domain pemerintah Republik Indonesia yang dialokasikan

&g
UNISSULA
B ertbaiigratetal. e,
| e N /

model pelayanan bagai pengembangan kesehatan masyarakat pedesaan
di Indonesia. Konsep ini memadukan antara pelayanan medis dengan
pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan. Proyek ini dilaksanakan di

beberapa seperti Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah,

92 Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Penerbit Rineka
Cipta, 2005), hal. 34

67



Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Selatan.®® Kedelapan
wilayah tersebut merupakan daerah percontohan sebuah proyek besar
yang sekarang dikenal dengan nama pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas).

Kondisi ekonomi dan keuangan pada periode awal kemerdekaan

amat buruk, hal ini disebabkan antara lain oleh: (1) Tingkat inflasi yang

kaan dan orde lama

/

P
ﬁj N ﬁ 3@ u 11k A peningkatan ekonomi,

LT L
int ﬁl"l"‘w"-g Ii_;ﬁ‘i‘;:ﬁ'!lﬂ re!;;.":"-"-!‘%a?: atan nasional yang jelas.

Pada masa itu pemermt‘é'fi‘ an program pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin tetapi belum berhasil dengan baik

karena pelayanan yang kurang merata dan belum mampu menjangkau

seluruh masyarakat Indonesia, selain itu juga dikembangkan model

% Ibid
% Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.
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sistem asuransi kesehatan tetapi masih terbatas pada kalangan pejabat
pemerintahan saja.®®

Saat masa kemerdekaan, juga dikenal masa demokrasi liberal
(periode tahun 1950-1957) dimana pengaruh politik pada masa ini
sistem ekonomi Indonesia menggunakan prinsip-prinsip liberal dimana

perekonomian sepenuhnya diserahkan kepada pasar. Hal ini membuat

7 ‘.ﬁ%,

per ndisi perekonomian

1ll:

&3
u N i E.‘E u L ﬂ saing dengan importir
(& )inasion Ulﬁ_fﬂ ‘,"IF""'!"'T’ "lfﬂ" adi Bank Indonesia pada

Tahun 1951; (4) penerepan

sistem ekonomi Ali Baba pada masa kabinet Ali Sostroamijoyo yang
menggalakan program kerjasama antara pengusaha pribumi dan

pengusaha Tionghoa; (5) pembatalan sepihak hasil Konfrensi Meja

% Soekidjo Notoatmodjo, Op. Cit, hal. 35
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Bundar yang isinya cenderung tidak menguntungkan Indonesia
sehingga banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya.®
Pada periode ini juga dikenal masa demokrasi terpimpin (periode
tahun 1959-1967), masa ini diawali dengan keluarnya Dekrit Presiden
pada tanggal 5 Juli 1959 sehingga Indonesia menjalankan sistem

Demokrasi Terpimpin dan sistem perekonomian Indonesia menjurus

§ Indonesia, tetapi hal

\ ¥
ini t‘1II aj i"c‘ ﬁ ._EE u iﬂ /»]n n 1961-1962 harga
baran '| ) fﬂfﬂ{,y l@?ﬁ’ﬂ#vﬁlﬁﬁﬁ?!ﬁ? f %, (3) devaluasi mata

uang pada 13 Desember 1965 yar kan nilai uang 1000 rupiah
menjadi hanya bernilai 1 rupiah, kebijakan ini menaikkan tingkat inflasi
negara.”’

Banyaknya kegagalan dalam berbagai kebijakan ekonomi yang

terjadi pada masa ini juga diperparah karena pemerintah tidak mampu

% Ahmad Erani Yustika, Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia,
(Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hal. 48
9 www.ronyzone.wordpress.com, diakses tanggal 12 Mei 2024, pukul 21.04 WIB
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melakukan penghematan dalam belanja negara, banyak proyek-proyek
mercusuar yang dilaksanakan pemerintah. Pengaruh politik sangat
kentara sekali karena pada masa ini pemerintah Indonesia terlibat
konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Hal ini
merupakan imbas dari sistem demokrasi terpimpin yang digunakan oleh

pemerintahan Presiden Soekarno yang lebih berkiblat kearah sosialis

): fasilitas pelayanan

buka. Pada masa ini

&9
el ﬁﬂfnl‘gé.aq‘.:m&-gﬁ .

n pelayanan kesehatan

berbasis kemasyarakatan )"';éﬁ bisa memberikan jaminan bahwa setiap
penduduk memiliki status kesehatan yang baik.%

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan
pemerintah lebih menitikberatkan pada stabilitas nasional yang sangat

besar sekali pengaruh politiknya. Soeharto beranggapan bahwa suatu

% Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, (Jakarta: Penerbit
Binarupa Aksara, 2002), hal. 28
% Ibid
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negara harus mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu sebelum
mencapai stabilitas dibidang lainnya. Pemerintahan Soeharto
menegaskan bahwa kedaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang
ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya merupakan
elemen penting untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa.

Upaya yang dilakukan pemerintahan pada masa itu dengan

warisan

stem ekonomi

( n, menegakkan

|1 . &
|
Bhinek? r?‘-ﬂ"--!’y I@ penglidpusan b adaya kolonial di Indonesia. ot

fa . .
Pembangunan nasional terus ditakukan untuk terus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan berbagi kebijakan seperti penciptaan

lapangan kerja baru. Pendapatan perkapita penduduk juga meningkat

jika dibandingkan dengan periode pemerintahan orde lama.

100 www.mudrajad.com, diakses tanggal 12 Mei 2024, pukul 21.47 WIB
101 Ibid
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Berdasarkan catatan sejarah, sesungguhnya perkonomian
Indonesia dimasa orde baru sangat spektakuler, salah satu indikatornya
adalah tercapai angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% sepanjang 32
tahun masa pemerintahan Soecharto. Indonesia pernah mencapai
swasembada pangan pada masa ini, tahun 1984 Indonesia mencapai
swasembada beras. Soeharto berhasil memberlakukan dasar-dasar
pembangunan berkelar}' tan. melalui program yang dikenal dengan

_Soel thasil mengeluarkan Indonesia dari

uruf juga meningkat

| &
\ /h

- & 1
60% pad b 1O I‘éw :,‘lflvﬁﬂrt?- 1996. Kepemimpinan

Soeharto yang bermula'p‘é'tiﬁ ondisi negara yang sedang tidak stabil
paska tragedi berdarah 1 Oktober 1965 dengan laju inflasi 600% dan
jumlah penduduk miskin lebih dari 70 juta penduduk. Kepemimpinan
Soeharto mulai mengalami masa suram saat Indonesia mengalami krisis

ekonomi hebat di tahun awal periode keenam masa kepemimpinan

102 BAPPENAS RI, Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium
Indonesia, (Jakarta: BAPPENAS RI, 2009), hal. 82
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Soeharto, kondisi perekonomian Indonesia terus memburuk seiring
dengan krisis keuangan negara-negara Asia. Perilaku KKN aparat
pemerintah terus merajalela, jumlah masyarakat miskin terus meningkat
dengan tajam, terjadinya ketimpangan sosial yang sangat signifikan
antara kaum kaya dan kaum miskin menyulut terjadinya kerusuhan
sosial dan bernuasa sara pada tahun 1998. Krisis ekonomi besar yang

melanda Indonesia berimbas terhadap sektor kesehatan. Kondisi

Ml dafn Schilged setiapiperc aan pembangunan harus
\ UHISSULA

- |2 |
mengaré fﬁgl"l"‘l’f:‘)} 'é =|1:)'li'£- ﬂ::‘.'ﬂf?!fnj*«- pemerintah. Pemerintah

sukses mengeluarkan Jdré?iﬁ ebijakan ekonomi yang disebut trilogi
pembangunan yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil
dan pemerataan pembangunan. Terlihat jelas sekali keberhasilan
pemerintahan dalam menjaga stabilitas perekonomian negara karena
ditunjang oleh stabilitas politik yang sangat baik. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara pada masa orde baru selalu disusun berdasarkan

103 1bid
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asumsi perhitungan dasar yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat
inflasi, harga ekspor minyak mentah dan nilai tukar rupiah terhadap
dollar Amerika.'®*

Format APBN hanya dibedakan menjadi dua jenis catatan yaitu
penerimaan dan pengeluaran, juga diberlakukan prinsip berimbang

dengan artian bahwa pengeluaran negara disesuaikan dengan

pemasukan yang i'\: bijakan tahun fiskal dimulai setiap tanggal
&

1 April dan berakhis l.Maret tahun berikutnya. Kebijakan

n-:;(/g“ engikut (03 ani pada masa itu

L
Penerimaan pajaly ﬁj alam ¢ da masa itu sangatlah

= ; a0l i
minim) ¢ ﬂ’f‘!u-'!? I&ﬁ‘a.."h&laﬁpﬁﬂ!@ alternatif lain sebagai

i N— . C e
sumber pembiayaan negara yaitu melalui hutang luar negeri. Prinsip
fungsional diterapkan pemerintah dengan artian pinjaman luar negeri
hanya boleh digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Berbagai

kebijakan tersebut membuat stabilitas ekonomi Indonesia terjaga

dengan baik ditunjang lagi oleh stabilitas politik yang juga baik.

104 www.mudrajad.com, diakses tanggal 13 Mei 2024, pukul 18.56 WIB
195 1pid
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Kebijakan pemerintah pada masa itu pada dasarnya sangat bagus akan
tetapi jumlah pinjaman luar negeri yang tercantum dalam APBN terus
bertambah setiap tahunnya.%®

Akibatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi
berkurang dan dampak lainnya adalah pemerataan ekonomi sulit

terwujud. Kebocoran dalam anggaran juga kerap terjadi yang membuat

negara menjadi malas
2.

¢ arti peningkatan

Y

&3
UNISSULA
Sa ’ﬂﬂ'lﬂ'y | ﬁa‘?{..‘.ﬂ-'ﬂl.-.gt%m-,@x ada tahun 1967 dari

Pemerintahan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, kebijakan dan
arah pembangunan Indonesia juga turut mengalami perubahan yang
signifikan. Pada bulan Nopember 1967, dilakukan seminar yang
membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu

sesuai dengan kondisi dan kemampuan rakyat Indonesia. dr. Achmad

196 Kurniawan Arianto, Perubahan Pola Pembiayaan Kesehatan di Indonesia Sejalan
Dengan Perubahan Pola Politik yang Terjadi, Makalah, Magister Administrasi Publik UGM,
Yogyakarta, hal. 8

197 1bid
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Dipodilogo yang mengacu pada konsep Bandung (Bandung Plan)
mengajukan konsep pusat kesehatan masyarakat. Hasil seminar pada
waktu itu menyepakati konsep puskesmas tipe A, B dan C. Departemen
Kesehatan pada waktu itu menyiapkan rencana induk pelayanan

kesehatan terpadu di Indonesia.'®®

Pada tahun 1968 dilaksanakan Rapat Kerja Kesehatan Nasional

W
UNIESULA
#’Jhgl &9"—"1}1 2lginole
| .

yang membenkan pelayanan kesehatan — ditingkat desa dengan

menitikberatkan pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga
berencana, gizi, penanggulangan diare dan imunisasi. Pelayanan di
posyandu juga merupakan momentum baru dalam melibatkan

partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan dengan adanya kader

108 Soekidjo Notoatmodjo, 2005, Op. Cit, him. 63
19 1pid

77



kesehatan yang berasal dari masyarakat dalam pelayanan posyandu di
tiap desa.'??

Pembiayaan kesehatan pada masa orde baru juga mengalami
perubahan dimana kondisi perekonomian negara yang mulai meningkat,
sektor privat atau swasta juga mengalami perkembangan pesat termasuk
didalamnya pengelolaan rumah sakit. Pemerintah pada masa itu juga

belum mampu menetapkan

2

regulasi yang mengatur tentang pasar

B
UNISSULA
-'1‘4"-11""? !i?d;"llﬂl—ﬂ‘;’flﬁ? skes, yang menangggung

pembiayaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran dan

anggota keluarganya; (2) PT. ASTEK, yang didirikan pada tahun 1977
berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1977 (yang kemudian berubah menjadi
PT. Jamsostek pada tahun 1995 berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1995)

yang menanggung pembiayaan kesehatan bagi tenaga kerja sektor

110 1pid
11 Arum Atmawikarta, Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi, Direktorat
Kesehatan dan Gizi Masyarakat, (Jakarta: BAPPENAS RI, 2004), hal. 52
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swasta dan BUMN; (3) PT. Asabri, yang menanggung pembiayaan
kesehatan bagi anggota TNI, Kepolisian RI, PNS Departemen
Pertahanan beserta anggota keluarganya (dibentuk berdasarkan PP
Nomor 44 Tahun 1971 yang disempurnakan lagi dengan PP Nomr 67
Tahun 1991).1%2

Dari berbagai catatan sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa

pada masa orde baru Indongsia pernah mengalami masa kejayaan dalam

bidang ekonom1 V4 / \ﬂ an dampak positif terhadap sektor
dll | d

sta yang didirikan di

/

W
yilayall' @i Indone %’ 15eb12k sembiayaan kesehatan
i sepy &II ##?L" 35tz ?'f',;" dali penuh pemerintahan
\___ S

\

. = s .
Presiden Socharto. Warga masyarakat sudah mulai dilibatkan dan ikut

berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan seperti sebagai kader
kesehatan dalam program posyandu, akses masyarakat terhadap fasilitas
pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah mulai merata. Pada masa

ini pemerintah orde baru sudah mulai mampu menjamin pelayanan

112 K ementerian Kesehatan RI, Alokasi Anggaran Kesehatan 2011, Jakarta, 2011
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kesehatan berbasis kemasyarakatan yang bisa memberikan jaminan
bahwa setiap penduduk memiliki status kesehatan yang baik.'**
Regulasi pelayanan kesehatan merujuk pada rangkaian kebijakan,
standar dan aturan yang dibuat dan ditetapkan untuk mengatur serta
memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas,

aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk

n, meningkatkan standar praktek medis,

Melalui regulasf‘ pelayanan Kesehatan, diharapkan dapat
terbentuknya sistem pelayanan kesehatan yang terkoordinasi, efisien,
dan berfokus pada kepentingan pasien dan keluarganya, sambil
memberikan perlindungan terhadap hak dan keselamatan pasien secara

menyeluruh.

113 1bid
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Regulasi pelayanan kesehatan di Indonesia diatur di dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, dan
telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan
Kesehatan Nasional mengalami perubahan untuk pertama kali dengan

disahkannya Peraturan Merteri Keseshatan Republik Indonesia Nomor

al edua dengan Peraturan Menteri

mperoleh jaminan

berupa perlindungan

=
URISSULA
At 'I'V"!!"I"ﬂy Iéﬂ:,lh’]ﬁ‘f;ﬂﬂ%f;- af pemeliharaan kesehatan

n dasar kesehatan. Untuk

dan perlindungan dalam me
menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dibentuk suatu badan
hukum oleh pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan yang disingkat BPJS Kesehatan.

Dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan untuk
memperoleh jaminan kesehatan, diperlukan suatu fasilitas kesehatan.

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang digunakan untuk
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menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik
promotif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Yang termasuk dalam fasilitas
kesehatan yaitu:

a. Praktik dokter;

b. Praktik dokter gigi;

c. Klinik pratama;

e
Puskesmas; .+
o

2

o

i'pelayanan kesehatan

¢ sama tersebut
b

=
ang

ban antara jumlah
Jdilayani. Peserta
4&* -' *f_,, Jasing yang bekerja
H “@ i? g 3 u E_ & elah membayar iuran.
Al lf&;&i:ﬂ! dokter, tegulasi tentang praktik dokter
| I/

sebelumnya diatur dalam “Undat ndang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran. Tujuan utama dari undang-undang ini
adalah untuk meningkatkan pelayanan medis dan memberikan kepastian
hukum bagi para dokter dalam menjalankan praktik kedokteran serta
untuk melindungi pasien.

Poin penting pada undang-undang tersebut, diantaranya:
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a. Mewajibkan setiap dokter yang akan menjalankan praktik
kedokteran untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat
Izin Praktek (SIP). Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan oleh
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) setelah memenuhi persyaratan,

sementara Surat Izin Praktek (SIP) diberikan oleh Pemerintah

Daerah.

W
GIISSULA
3 f’f?ﬂh‘!? Iiﬁiﬂ}uﬂhﬂ?ﬁ-ﬂ,{k- : hak dokter untuk
\ ) A/

nenjalankan praktiknya dan

mendapatkan perlindungan hukum, serta kewajiban dokter dalam
memberikan pelayanan medis.
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), merupakan lembaga yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktiik Kedokteran, yang bertugas mengawasi dan mengatur

pelaksanaan praktik kedokteran di Indonesia. Konsil Kedokteran
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Indonesia (KKI) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokter
yang menjalankan praktik di Indonesia telah memenuhi standar
kompetensi yang telah ditetapkan, termasuk penegakan disiplin atau
sanksi terhadap dokter yang melanggar aturan. Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter di Indonesia.

\
L ]
(1 ﬂuﬂy Ii&‘-ﬂzfui?-lnﬁfﬂli‘?- 23 tentang Kesehatan

m— e
merupakan sebuan undang-

tuk dengan sifat omnibus
law. Omnibus law adalah sebuah konsep penyusunan undang-undang
yang isi didalamnya merubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan
dalam beberapa undang-undang. Konsep ini berkembang di wilayah
Negara common law yang menggunakan sistem hukum anglo saxon.
Penerapan konsep ini biasanya dilakukan karena penumpukan peraturan

dan aturan yang saling tumpang tindih satu sama lain. Jika permasalahan
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regulasi tersebut diselesaikan dengan melakukan revisi undang-undang
seperti biasanya, maka akan memakan waktu yang lebih lama serta
biaya yang cukup banyak. Terlebih apabila dalam prosesnya terjadi
permasalahan ketidak sesuaian kepentingan, maka akan memakan
waktu lebih lama lagi.'!*

Tujuan penerapan konsep omnibus law dalam pembentukan suatu

ali:sebagai berikut:!!°
8 //\\
1 faturan perundang-undangan secara

&
H N W E g w il J& N perlindungan hukum
i perteAmbkk ik

Sebagaimana diketahui bat nnya konsep omnibus law ini
umum digunakan pada negara-negara yang menganut sistem
pemerintahan common law, sehingga untuk Indonesia yang merupakan
negara penganut sistem civil law diperlukan suatu penyelarasan agar

konsep ommnibus law dapat diterapkan dan menjadi solusi akan

114 Firman Freaddy Busroh, Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan
Permasalahan Regulasi Pertanahan, Arena Hukum, Vol.10, No.2, (Agustus. 2017), hal. 241
115 Tbid., hal. 247
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permasalahan regulasi di Indonesia. Terdapat beberapa unsur yang
digunakan dalam penyelarasan penerapan omnibus law, yaitu:

a. Segi stuktur hukumnya, omnibus law tetap menerapkan sistem

hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 15

tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

pembentukan

bah norma yang

idang yang

f. Segi metodenya, omnibus law menggunakan pola
penyederhanaan.

g. Segi ajaran hukumnya, omnibus law memuat ajaran hukum
pada masing-masing materi hukum pendekatan pembangunan

hukum nasional melalui Pancasila.
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Penerapan konsep omnibus law dalam sistem hukum nasional
merupakan metode yang tidak memerlukan formalitas dalam undang-
undang. Metode ini dianggap telah sesuai setelah melalui proses
penerapan, identifikasi, dan evaluasi yang akhirnya menghasilkan
pembentukan sebuah undang-undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau

kesehatan yang

¥
UNISSULA
\ mfliqyliﬁﬂ:;ﬂ uinela
\

Konstruksi dapat

akna yang berhubungan
dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian
kebahasaan.'® Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

rekonstruksi berasal dari kata “konstruksi” yang berarti pembangunan

116 Suwandi Sarwiji, Semantik Pengantar Kajian Makna, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008),
hal. 25
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yang kemudian ditambah imbuhan “re” menjadi rekonstruksi, yang
artinya pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali.
Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang
semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang
telah ada kemudian disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian
semula.!'” Black Law Dictuonary memaknai bahwa rekonstruksi

merupakan sebuah proses. aktivitas membangun kembali atau

abal feanisasian kembali atas suatu hal.'*®

ses rekonstruksi

\

2.  Memperbaiki hal-hal

nemperkuat kembali sendi-
sendi yang lemah.
3. Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan

kareakteristik aslinya.

117 B.N. Marbun, Op.cit, hal. 469
118 Bryan A. Garner, Black’ Law Dictionary, (St. Paul Minn; West Group, 1999), hal. 1278
119 Yusuf Qardhawi, Op.cit., hal. 5
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Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa inti dari
rekonstruksi adalah sebagai suatu pembaharuan yang tidak
menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi lebih sebagai upaya
untuk memperbaiki kembali dan kemudian menerapkannya dengan

realita saat ini.?%°

Dalam konteks indonesia, organisasi profesi yang dapat dikatakan pertama

\ UNISSULA
\mrml@abw.,ml,a

dijadikan peganea LL_.L.J dalam menjalankan tugas

edokteran yang harus

profesionalnya, yaitu: 1) sifat ketuhanan;

2) kemurnian niat;
3) Keluhuran budi;
4) kerendahan hati,

5) kesungguhan kerja; dan,

120 Ibid.
121 Kode Etik Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Pengurus Besar Tkatan Dokter
Indonesia pada 19 April 2002 di Jakarta
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6) integritas (ilmiah dan sosial).1?2
Ada beberapa prinsip etika yang harus dijadikan rujukan, yaitu:
1) Autonomy, yakni hak untuk menentukan atau memilih sesuatu yang
terbaik bagi dirinya dan bagi pasien;
2) Beneficience, yakni prinsip memberikan bantuan atau melakukan

sesuatu yang berguna bagi orang lain;

3) Nonmaleeficence, y'embahayakan atau menimbulkan

. . L
rasa sakit fisik-ma

o

etika murni danl' u “ li 5 ? It' L A clanggaran yang bersifat
g il @“Dlel,wl,n. /

etika murni adalallil ..u..“,u_,“_a dakan vane hanya melanggar norma etika

seperti yang diatur dalam KODEKI. Adapun pelanggaran yang bersifat etikolegal
adalah tindak atau perbuatan yang melanggara norma etika dan sekaligus

memenuhi unsur pelanggaran hukum. Di samping itu, setiap pelanggaran yang

122 Mukadimah Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

123 M. Jusuf Hanafi & Amri Amir. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan. (Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008), Hal. 13
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memenuhi unsur pelanggaran hukum secara otomatis tergolong juga sebagai

pelanggaran etika, tetapi sesuatu pelanggaran etika, belum tentu melanggar hukum.

Selain terikat oleh norma etika dan hukum, profesi kedokteran juga terikat
oleh Disiplin Profesi Kedokteran yakni ketaatan terhadap aturan aturan dan/atau
ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempertahankan

dan meningkatkan mutu pelayanan Kesehaian, serta menjaga kehormatan profesi.*?*

/ \
Dié I‘E 1o ¢ pelanggaran disiplin kedokteran

\

kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan

pemberitahuan perihal penggantian tersebut

124p3sal 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter
Gigi. Perkonsil No. 4 Tahun 2011, BN No. 304 Tahun 2012

91



5) Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan
fisik/mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat
membahayakan pasien.

6) Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak
dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai

dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pebenar atau

untuk menghentikan
kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi

12) Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas

permintaan sendiri dan/keluarganya
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13) Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan/
keterampilan/teknologi yang belum diterima/ di luar tata cara praktik
kedokteran yang layak.

14) Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan
menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, tanpa memperoleh
persetujuan etik dari lembaga yang diakui pemerintah.

15) Tidak melakukan pertelongan darurat atas dasar perikemanusiaan

padahal tida ,,-f'f':* dirinya, kecuali bila ia yakin bahwa

I‘r \ .
‘(, erhadap pasien tanpa

ngob

¥, \\
bag * \lam peraturan
>

dalam peraturan

18) Mg w E‘a@ E Eg u ng ﬂ lasarkan kepada hasil
" ‘;g"u‘ﬂ_,u I;{?‘ﬁ :?!rli*.’vlm:ﬁ!?.?!,l_?: an patut.
\ .

K tindakan penyiksaan atau

eksekusi hukuman mati.

20) Meresepkan atau memberiksan obat golongan napza yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.
21) Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan

kekerasan terhadap pasien, di rumah sakit.
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22) Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan hak
nya.

23) Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta
pemeriksaan atau memberikan resep obat atau alat kesehatan.

24) Mengiklankan kemampuan atau pelayanan atau kelebihan

kemampuan atau pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan

&
UNISSULA

Pelangga"rll Mléaﬁt;' -“ I‘;_:., /

g sanksi meliputi
L] ®
teguran/peringatan"l.ll

tertulis, pencabutan su andaregistrasi oleh KKI dan

pencabutan surat izin praktik oleh Dinas Kesehatan baik sementara maupun
permanen atau sanksi re-edukasi. Namun hasil keputusan MKDKI tidak serta merta
dapat digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan umum. MKDKI berhak untuk
memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila kasus malpraktik yang
dibuktikan di sidang MKDKI agar bisa dilanjutkan untuk proses hukum ke

pengadilan.
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Tugas MKDKI adalah menerima pengaduan , memeriksa dan memutuskan
kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan. MKDKI
tidak berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa medis antara dokter dan
pasien. Tujuan MKDKI sendiri adalah melindungi masyarakat dan pemberi layanan
kedokteran yang menyimpang dari norma disiplin, mempertahankan dan

meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan dokter.

medis menuru i 2 legiatan 1t ida. umumnya.?® Hukum
/ o' ilmu di*anta ihan ilmu dalam

i l 1 i ',A erdata, hukum pidana,

dan hukum admm{ rast datam_hubun ung ta’ pedoman internasional,

hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan,

hukum otonom, ilmu, dan literatur, menjadi sumber hukum kesehatan.

125 Tyanovié, Sun¢ica & Stanojevié¢, Cedomirka & Jaji¢, Sladana & Vila, Ana & Nikoli¢, Svetlana.
(2013). MEDICAL LAW AND ETHICS. Acta medica medianae. 52. 67-72. doi:
10.5633/amm.2013.0310.
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Hukum kedokteran meliputi ruang lingkup:

1) Peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung
masalah bidang kedokteran

2) Penerapan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana
yang tepat untuk hal tersebut;

3) Kebiasaan yang baik dan dii1_<uti secara terus menerus dalam bidang

kedokteran, perjanji _set ;ﬁqn bangan ilmu pengetahuan praktik

dalam bidang
) "Ipendidikan dan
iliki lisensi untuk
g yang membutuhkan.

mendiagnosis, merawat,

dan mengobati penyaklt"’s%ﬁa menjaga dan/atau memulihkan kondisi
kesehatan fisik dan mental. Selain itu, seorang dokter juga dapat
memberikan nasihat kesehatan, memberi resep obat-obatan, melakukan
pemeriksaan dan melakukan pembedahan jika memang diperlukan.
Dokter dalam praktiknya dinaungi oleh suatu organisasi profesi

yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang berperan sebagai wadah resmi

bagi dokter untuk berorganisasi, berkoordinasi, dan mengembangkan
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profesi dokter. IDI berupaya untuk memastikan bahwa praktik
kedokteran di Indonesia terlaksana secara profesional dengan standar
yang tinggi agar dapat mendukung dokter dalam melaksanakan
tugasnya demi kepentingan pasien dan masyarakat. Oleh karena itu,
hubungan antara dokter dan IDI bersifat saling mendukung dan memberi
kepastian bahwa praktik kedokteran di Indonesia dilaksanakan dengan

profesional dan standar. tinggi demi kepentingan serta keselematan

. v
Hat U Iq i E s Eﬁ  Tul ﬁ JKMMPD, calon dokter
” F“!‘fu-q".y Iéﬁﬂfﬁﬁlnﬁ'—%ﬁ# olch /gelar dokter (dr) serta

L —
mendapat Surat Tanda Registra

Meskipun telah bergelar dokter, seorang dokter yang baru
disumpah masih harus menjalani program internship. Program
internship dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Tujuan dari
dilakukannya program internship adalah untuk melatih kesiapan dan
kemandirian seorang dokter sebelum memperoleh Surat Izin Praktek

(SIP). Surat Izin Prakter (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
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dinas kesehatan kabupaten atau kota kepada dokter yang akan
menjalankan praktik kedokteran (dokter umum) setelah dinilai telah
memenuhi syarat. SIP juga dapat digunakan jika seorang dokter umum
akan melanjutkan pendidikan ke Program Pendidikan Dokter Spesialis
(PPDS).

Dokter spesialis adalah seorang dokter yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang lebih spesifik mengenai bagian

tubuh tertentu ;.»:’:.:’///\" Dokter spesialis dapat menangani

i §

K (/ i c s au kompleks dan dapat

b. Spesialis Mata (Sp.M)

c. Spesialis Anak (Sp.A)
d. Spesialis Paru (Sp.P)

e. Spesialis Othopaedi dan Traumatologi (Sp.OT)

126 https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-profesi-kedokteran/, diakses pada
tanggal 22 Februari 2024 pukul 19.47
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f. Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (Sp.JP)

g. Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)

h. Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik (Sp.BP-RE)
i. Spesialis Kandungan dan Ginekologi (Sp.OG)

j. Spesialis Kulit dan Kelamin (Sp.KK)

Dokter umum selama menjalani masa Pendidikan Program

Dokter Spesialis (PPDS) ,ru' sebagai dokter residen atau biasa

disingkat r "
isi_.d %ﬁwm pasien melalui  diagnosa,

f
J { dan juga residen
t

:
UNIGSULA
(IDI) unt Fﬂ“ﬂ&! '@ﬂ::ﬂgh Sesialisy

er spesialis harus

Dokter Indonesia

Dokter dapat beKefﬁl" mpat, seperti rumah sakit,
klinik, praktik pribadi, pusat kesehatan masyarakat hingga di berbagai
lembaga atau institusi. Tanggung jawab dokter tidak terbatas hanya
memberikan perawatan medis, tetapi juga berperan dalam penyuluhan

kesehatan mengenai gaya hidup sehat serta pencegahan penyakit dan

langkah-langkah pencegahannya melalui edukasi kepada pasien dan

127 dr. Mohammad Fajar Mukharram, Sp.B., komunikasi pribadi, tanggal 03 Februari 2024
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masyarakat. Oleh karena itu, dokter memiliki peran penting dalam
menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
. Hak dan Kewajiban Profesi Dokter

Hak dan kewajiban profesi dokter tercantum Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan:

a. Hak dokter (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

P
UNISSULA

L ]
\ mﬁuﬁr.yléa‘?iﬁ&ﬂnqﬂ:eebp g Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran).

1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

2) Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau
kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan

suatu pemeriksaan atau pengobatan;
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3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,
bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan,
kecuali bila ia yaki nada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya; dan

5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan

ilmu kedokteran, .

S

Tetapi Undang

e

loror 29 Tahun 2004 tentang Praktik

ten&"., ( ﬂ ?‘H ﬁ %g u hal A ; jiban tenaga medis
adalall"\ mﬂ"'\!g IM’M',&

1. Haktenaga medis

1) Mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan
tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi,
standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan
Kesehatan Pasien;

2) Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau

keluarganya;
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3) Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja
yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

4) Mendapatkan pelindirngan atas keselamatan, kesehatan kerja,
dan keamanan,;

5) Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan

angkan diri melalui
karier di bidang
, v
UNRISSULA

- & . [ )
"""?!uvﬂ!'g Ié’.‘ a] ';1&1.:;::!11’?',&& lain yang bertentangan
clayanan, standar prosedur
operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

10) Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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2. Kewajiban tenaga medis
1) Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional,
dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien;
2) Memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas
tindakan yang akan diberikan;
3) Menjaga rahasia Kgsehatan Pasien;

] it-catatan dan/ atau dokumen tentang

L
n (etik ! Sceara ik, dokter Wajib fntuk bertingkah laku

LT L3
2 #EJ'L‘SQ I@*‘?’:ﬁ”&‘ﬂm‘qﬁﬂ!@ sesuai dengan Kode Etik

Kedokteran maones1a"(ﬁ ki). Kewajiban dokter dalam Kodeki

dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Kewajiban umum
a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati, dan
mengamalkan Sumpah Dokter.
b. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya

menurut ukuran yang tertinggi.
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c. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter
tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan
pribadi.

d. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik, seperti
perbuatan yang bersifat memuji diri, secara sendiri atau
bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan

kedokteran dalami.segala bentuk tanpa kebebasan profesi, dan

//\\~ aripada yang layak sesuai dengan

emahkan daya

rohani, hanya

berhati-hatt  dalam

&3
i@ i‘@ if s E u L ﬁ /r penemuan teknik atau
Mj"&*‘"yléﬁﬁ;ﬂﬁﬂ@;ﬂﬂ!ﬁ* gbenarannya.

Seorang dokter hanya memberikz eterangan atau pendapat
yang dapat dibuktikan kebenarannya.

h. Seorang dokter hendaklah berusaha juga menjadi pendidik dan
pengabdi rakyat yang sebenarnya.

1. Dalam kerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan

lainnya, hendaklah dipelihara pengertian sebaik-baiknya
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2. Kewajiban dokter terhadap pasien
a. Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan
kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.
b. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan
segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien.

Dalam hal ini apabila tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan  atai batan, maka ia wajib merujuk
penderi .4?/ ain yang mempunyai keahlian dalam

a setelah pasien itu

&
UNKISSULA

Mﬁ-y léﬁé{:)uﬁiﬁlﬁfﬁflﬁb (olongan darurat sebagai

L
suatu tugas perikemar

ali bila ia yakin ada orang
lain bersedia dan mampu untuk memberikannya
3. Kewajiban dokter terhadap rekan sejawat
a. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana
ia sendiri ingin diperlakukan.
b. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman

sejawat, tanpa persetujuannya.
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4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri
a. Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat
bekerja dengan baik.
b. Seorang  dokter  hendaklah  senantiasa = mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-

citanya yang luhur.

=/
Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya pencegahan dan

pengobatan penyakit. Pelayanan kesehatan pada prinsipnya mengutamakan
pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Tetapi selain pelayanan
kesehatan promotif dan preventif, terdapat juga upaya pelayanan kesehatan
protektif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Pelayanan kesehatan promotif

adalah satu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada

128 Wila Chandrawita, Loc.cit.
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masyarakat, kelompok, atau individu melalui kegiatan yang bersifat
promosi kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan preventif adalah upaya
pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pelayanan
kesehatan protektif, adalah suatu upaya perlindungan terhadap resiko yang
mengancam status kesehatan. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu
kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan

A

pengendalian penyakit

s L
”K X nava rehabilitati kegiatan dan/atau

terjaga ;‘A---.:. %
ka //-é:} & ,}0 ( nengembalikan  atau

=
W :\q i :‘.E; Q u L & an, sehingga pelayanan

LT L3
kesehatanl'l1 fﬁfu*'!-y Iéﬁ!‘:-"l&ﬁlmjﬁiﬂll@n as hidup pasien serta

mengurangi gejala yang m'en‘g i
sisi aspek psikologis pasien.
Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau
serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada
perseorang€rn atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan dera-
jat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif,

rehabilitatif, dan/atau paliatif.
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Syarat pokok dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan
adalah:?°
5. Tersedia dan berkesinambungan (available and continuous)
Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan adalah harus tersedia di
masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuous),

artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat

tidak sulit untuk ditemukan

>3

serta keberadaannya dalam masyarakat

Pengaturan

W
ulﬁi ap QUL& / lokasi.
ft‘gu-‘i".u I 4?91,.. ....-lmmv -?r"h ing untuk mewujudkan
| ./ N/
pelayanan kesehatan aik. Pelayanan kesehatan dianggap tidak

baik apabila terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan tidak

ditemukan di pedesaan.

129 Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), Hal. 16
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8. Mudah dijangkau (affordable)

Pengertian keterjangkauan terutama dari sudut biaya. Biaya
pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi
masyarakat.

9. Bermutu (quality)

Mutu menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan

yang diselenggarakan, di ak dapat memuaskan para pemakai

Sa
u
5
,_'.F

jasa pelayanan, dai fa cara penyelenggaraannya sesuai

\
LT L3
Kesehatan ﬂfuﬁ.igliﬂ'plligl,@t{m!}? ctahuan, dan keterampilan

i
!
. A
melalui pendidikan profesi kedok

an upaya kesehatan.
v /i
\ wﬁ"ﬁgguaﬂ ¢an diri dalam bidang

kedokteran gigi yang

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.**°
Sederhananya, pelayanan kesehatan merupakan konsep yang

digunakan dalam pemberian layanan medis dasar dan/atau medis

spesialistik kepada masyarakat dengan tujuan pemeliharaan atau

penungkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis,

130 pasal 1 Ayat 6 dan Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
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terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera serta gangguan fisik
dan mental lainnya.’® Utamanya, penyelenggaraan layanan kesehatan
diberikan secara profesional oleh tenaga medis dan tenaga pendukung
kesehatan, misalnya dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis
terbatas, perawat, bidan, apoteker, petugas kesehatan lingkungan, dan
beserta asisten-asistennya.

D. Perlindungan

&P

\ UNISSULZA /i

Hulko ’ffu'!-ylé?ek‘g"-hﬁﬁfki dang-Undang Kesehatan ,
-

. —_A
antara lain : Undang-Undang notr

tentang Kesehatan, pada
pasal 1 angka (2) ketentuan umum , berbunyi : “Upaya kesehatan adalah
setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan

131 https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/pelayanan-kesehatan-adalah-dukungan-
pemeliharaan-kesehatan/, diakses pada tanggal 02 April 2024 pukul 23.18 WIB.
132 Hendrik. (2011). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC Penerbit Buku Kedokteran.
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penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan
kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat”.**3

Pada pasal 4 ayat (1), huruf a sampai k Undang-Undang nomor 17
tahun 2023, dijelaskan bahwa : setiap orang berhak :

a. Hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;

b. Mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang

dan bertanggung jawab;- - :

//r. erlukan bagi dirinya

bagi pencapaian deraiat

kesehatan;

h. Menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan
yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami
informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;

i. Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya;

133 Rozaliyani, A., Meilia, P. D. I. & Libritany, N.,Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik
Kedokteran. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia 2, 19 (2018).

111



j. Memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk
tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya
dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga kesehatan; dan

k. Mendapatkan pelindungan dari risiko kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan suatu sub sistem pelayanan

kesehatan mulai dari input, process, output, dampak , sampai umpan balik)

dengan tujuan utama adalah#promotif (memelihara dan meningkatkan

\' if (penyembuhan) dan rehabilitatif
“‘E;L- IM ] lmatga , kelompok masyarakat

¢h perhatian serius,

of Basic Principles

&3

U @.’ ﬂ 5 E U 1 b1 ﬂ / er oleh Perserikatan

\ eellul)l 200t o) wiinale J’/y
‘-——A—ﬁf

Bangsa-Bang ited Nation Congress on

The Prevention of Crime and ;;;e Treatment of Offenders, yang berlangsung
di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut,
bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya
ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime) tetapi juga perlindungan

terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) 1%

134 Angkasa, Perlindungan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), hal. 191
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Kaitannya dengan teori keadilan maka hukum kesehatan mengatur
hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan kesehatan dan
penerima pelayanan, baik perseorangan (pasien) maupun kelompok
masayarakat. Hukum kesehatan termasuk hukum dengan “lex specialis”,
dimana melindungi secara khusus tugas dan profesi kesehatan (provider)
dalam menyelenggarakan program pelayanan kesehatan dan perlindungan

khusus terhadap pasien (receiver) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan

\ )
diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar

pengadilan.

Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)
Persetujuan tindakan medis atau informed consent adalah suatu izin

atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan

135 UU Nomor 29 tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran.
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rasional setelah memperoleh informasi yang lengkap, valid, dan akurat yang
dipahami dari dokter tentang keadaan penyakitnya serta tindakan medis
yang diperolehnya.®® Informed consent terdiri atas kata informed artinya
telah mendapatkan informasi dan consent berati persetujuan (izin).**’

Terdapat 4 (empat) komponen yang terkandung dalam informed
consent sebagai berikut: 1%

1) Pasien harus mempunyai kemampuan (capacity or ability) untuk

mengambil ;K .
/ : : enai tindakan yang

. nanfaat serta risiko
% N

Komalas Lll‘:[l‘l_‘?* g) informed /f t sebagai berikut:'*

a. Informé, ﬁ"'!uﬂ'y !Eﬁﬁ‘.:’!rlﬁlaﬁmﬂwﬂ.p entukan nasib diri sendiri
bagi pasi telah terpenuhi dalam

pelaksanaan praktik dokter.

136 ¥ A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2007). Hal. 37
137 Wila Chandrawila Supriadi. Hukum Kedokteran, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
Hal.62
138 Anny Isfandyarie. Tanggung jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, (Jakarta: Prestasi
Pustakakarya, 2006), Hal. 130
139 |bid., Hal. 131
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b. Informed consent dimaksudkan untuk melindungi hak individual pasien
dari tindakan tidak sah atas integritasnya oleh dokter, dan juga dapat
melindungi dokter dari tuntutan pelanggaran hak atas integritas pribadi
pasien termaksud.

c. Dasar pertimbangan kewajiban memberikan informasi atas setiap

tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter adalah persetujuan

pasien.

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

6. Perkiraan pembiayaan.

140 pasal 1 Huruf b Permenkes No. 290/ MENKES/ PER/111/ 2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran
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Informasi yang perlu diberikan dan dijelaskan dengan kata- kata
sederhana yang dimengerti oleh pasien atau keluarganya menurut J.

Guwandi meliputi:4!

a. Risiko yang melekat (inherent) pada tindakan tersebut
b. Kemungkinan timbulnya efek sampingan / komplikasi

c. Alternatif lain (jika) ada selain tindakan yang diusulkan dengan segala

kelebihan dan keku I ﬂ

o-masing pilihan.

/2008 tentang

ua tindakan

2
UNISSULA
\ Pl G toLssale

- L]
Dinyatakan, (exp! FeSSedy Seearalis

5./Dalam hal ini bila yang

dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan biasa yang
mengandung risiko, misalnya pembedahan.
2. Dianggap diberikan (implied or tacit consent), yaitu dalam keadaan biasa

atau dalam keadaan darurat. Persetujuan diberikan pasien secara tersurat

141 ], Guwandi, Tindakan Medis dan Tanggung Jawab Produk Medis, (Jakarta: FK Ul,
1993), Hal.43

142 pasal 2 ayat (1) Permenkes No.290/MENKES/PER/I11/2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran
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tanpa pernyataan tegas yang disimpulkan dokter dari sikap dan tindakan
pasien. Misalnya tindakan medis berupa pemberian suntikan, penjahitan
luka, dan sebagainya. Apabila pasien dalam keadaan gawat darurat tidak
sadarkan diri dan keluarganya tidak ada di tempat, sedangkan dokter
memerlukan tindakan segera, maka dokter dapat melakukan tindakan medis

tertentu yang terbaik menurut dokter (persetujuannya disebut presumed

consent, dalam arti bila pasien dalam keadaan sadar, maka pasien dianggap

akan menyetujui tindak

a kemudian pasien

L
U N E g g u e, ﬁ au perawatan, maka
ik ‘;?"'l‘l"‘"-g I&?ﬂ:?ﬂﬁl-tﬁﬁﬂgﬁ contrak terapeutik atau

transaksi terapeutik. PeirsJéﬁﬁTjuan pasien itu disebut dengan informend
consent. Persetujuan tindakan Kedokteran telah diatur dalam Pasal 45
Undang- undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
Sebagaimana dinyatakan setiap tindakan kedokteran yang akan
dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapat

penjelasan secara lengkap, sekurang-kurangnya mencakup diagnosis
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dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan,

alternatif tindakan lain dan risikonya,risiko dan komplikasi yang

mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.*®
Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/IIl/ 2008

tentang persetujuan tindakan Kedokteran dinyatakan dalam

Pasal 1 yaitu :

/a . .
d. Tindakan invasif adalah tindakan medis yang lansung yang

mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.

143 Safinatunnisa Boang Manalu, “Fungsi Informed Consent Dalam Pelaksanaan
Perjanjian Terapeutik Antara Pasien Dengan Pihak Klinik (Studi Pada Klinik Jemadi Medan)”,
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017, hal. 15
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e. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah
tindakan medis yang berdasarkan tingkat probilitas tertentu,
dapat mengakibatkan kematian dan kecacatan

f. Dokter dan adalah dokter umum, dokter spesialis, dan dokter
sub spesialis lulusan kedokteran baik didalam maupun diluar

negeri yang diakui oleh pemerintah republik indonesia dengan

peraturan perundang-undangan.

a. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap
pasien harus mendapat persetujuan.
b. Persetujuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan secara tertulis maupun lisan.
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C. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberika
setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang

perlunya tindakan kedokteran yang dilakukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Rl No0.290/Menkes/Per/I11/
2008 tentang persetujuan tindakan Kedokteran dinyatakan juga

dalam Pasal 3 yaitu :

1"«.. yang ditandatangani oleh
o
2

: apat diberikan

W
-,IIII u ﬂq I ﬁg ﬂ A1 ﬂ ertuang dalam formulir
i

d. Persetujuan yang ?e‘bagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan dalam ucapan setuju atau bentuk gerakan
mengangguk kepala yang dapat diartikan sebagai ungkapan
setuju.

e. Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana
dimaksu pada ayat (2) dianggap meragukan, maka dapat

dimintakan persetujuan tertulis .
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1.2. Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) sebagai

Perjanjian Terapeutik

Perjanjian Terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara
dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional

didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan

tertentu di bidang kesehatan. Terapeutik adalah terjemahan dari

(inspaningsverbintenis) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti

(resultastsverbintenis).

Pendapat dari Harmien Hadiati Koswadji mengemukakan bahwa

hubungan dokter dan pasien dalam transaksi teurapeutik (perjanjian

144 Hermien Hadiati Koeswadji. Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law).
(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1993), hal. 142
145 5alim H.S, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), hal. 45
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medis) bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar

manusia, yaitu:14°

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination)

2. Hak atas dasar informasi (the right to informations).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

ap pa51en sesuai

uanya dan pasien

&
UNISEULA
f“'-uﬂgl@‘*bwh/

stilah transaks .\ perjanjian terapeutik memang tidak

dikenal dalam KUHPerdata, akan tetapi dalam unsur yang terkandung
dalam perjanjian teurapeutik juga dapat dikategorikan sebagai suatu
perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUHPerdata,

bahwa untuk semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama

146 Hermien Hadiati Koeswadji. Op.,Cit, hal. 143
147 salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata. (Jakarta: Rajawali
Press, 2006), hal. 46
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khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu,
tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya.
Selain itu juga dalam ketentuan umum mengenai perikatan yang
bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal
1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdata yaitu asas pokok dan sahnya
perjanjian. tidak semua ketentuan dari KUHPerdata dapat diterapkan.

Sesuai Permenkes RI _Ngmor 290/MENKES/PER/111/2008 tentang

:
ALA "l"-
g

atangi dokter adalah

dokter tersebut harus

L
UHISSULA /
1A #Eufa'g lé;ﬁifjﬂiﬂpu;&:ﬂm gKin menolaknya.

Risiko yang terjadi pada diri manusia begitu rentan terhadap
suatu tindakan, bila tidak dilakukan secara teliti dan cermat akan
mengalami kesalahan yang berakibat fatal (risiko medis). Adanya risiko
medis,baik yang sudah terdeteksi sebelumnya maupun yang tidak
terdeteksi sebelumnya atau tidak terduga sama sekali sebelumnya
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan hanya bersifat adequate

information. Walaupun demikian secara normatif tenaga kesehatan
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dalam  menjalankan tugas profesinya, berkewajiban untuk tetap
bersikap hati- hati, mematuhi standar medis, menjalankan standar
profesi keahliannya,serta menghormati hak pasien. hal ini dilakukan

agar diperoleh perlindungan hukum baginya.'*®

E. Hukum Kesehatan dalam Perpektik Islam

tenaga medis dalam

pelayanan kesehatan dalam perspektif hukum Islam, dapat dijelaskan
bahwa hubungan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan
moralitas yang tinggi, serta mengutamakan kemaslahatan  dan
kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-

Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang mengatakan "Janganlah kamu

148 Pramono, Pertanggungjawaban Pidana Tindakan, (Lex Crimen, Vol.VIIL, 2019), hal.56
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membuat kerusakan di muka bumi setelah diadakan perbaikan
padanya”. Dalam Hadis disebutkan bahwa "Barang siapa yang
menyembuhkan seseorang dari suatu penyakit, maka ia akan mendapatkan
pahala seperti orang yang membebaskan seorang budak” (HR. Bukhari-
Muslim).

Dalam perspektif hukum Islam, pasien dan tenaga medis memiliki

hak dan kewajiban masing-miasing, dan harus saling menghargai dan

Selain’ Spe an antara pasien dan

tenaga nK u " W sg ﬁ w_ ﬂ rinsip syariah yang

R e M I
berkaitan 'd¢ **JJ’"!J_'? I,,_r e :3!6?-1--11:53!;-_“-5 ukum makanan dan

149 Andini, Hubungan Hukum antara Tenaga Medis dan Pasien dalam Pelayanan Medis
menurut Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Tembusai, Vol.8, No.1, 2024, hal.954-955.
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BAB II1
REGULASI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PROFESI DOKTER
SEBAGAI PENYEDIA PELAYANAN KESEHATAN BELUM BERBASIS
NILAI KEADILAN
A. Profesi Dokter Sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan

Secara umum dokter adalah seorang tenaga pelayanan kesehatan

yang menjadi kontak pertama pasien untuk menyelesaikan semua

masalah keseha if:://\ anpa memandang jenis penyakit,
*..?’.@1

.\"\.
.,

=)
ung jawab, dab perah-pe u Isistensial lainnya. Seorang dokter
pada ;5 ] fﬂmyliﬂﬂl’@ﬂ«ﬂ:ﬁ#l@ lankan tugas-tugas untuk

merealisasikan tanggung jawab individual, mewujudkan kebenara dan
keadilan, dengan tetap mengindahkan tanggung jawab dispilin
keilmuan, dan harus mampu mempertemukan konsepsi dunia

kedokteran dengan realitas masyarakat saat ini.!*

150 Eryati Darwin, Etik Kedokteran, (Padang: Universitas Andalas, 2018), dalam Kongres
Naional Perkumpulan Endrokrinologi Indonesia XI Tahun 2018, hal. 79
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Dokter merupakan seorang lulusan pendidikan kedokteran baik di
dalam mapun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokter
mempunyai tugas utama yaitu mendiagnosis, merawat, dan mengobati
penyakit serta menjaga dan/atau memulihkan kondisi kesehatan fisik
dan mental. Selain itu, seorang dokter juga dapat memberikan nasihat

kesehatan, memberi resep.obat-obatan, melakukan pemeriksaan dan

WP
UNiSSULA
: 'r'*fil-l-wg !@}e‘;ﬂ'ﬁh@?{.’ﬁslﬁh

aungi oleh suatu organisasi

profesi yaitu lkatan Dokter Indonesia (IDI), yang berperan sebagai
wadah resmi bagi dokter untuk berorganisasi, berkoordinasi, dan
mengembangkan profesi dokter. Setiap dokter yang akan menjalankan

praktik kedokteran wajib untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

31 Ibid., hal. 76
152 Ibid., hal. 78
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dan Surat Izin Praktek (SIP). Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) setelah memenuhi persyaratan,
sementara Surat Izin Prakter (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota kepada dokter yang akan
menjalankan praktik kedokteran (dokter umum) setelah dinilai telah

memenuhi syarat.

menerapkan prin sip itruisme adalah perhatian terhadap

13 ;,=/r A dnpa ) o ikan diri sendiri. Perilaku ini

| @
j\ SrissuLA

LT L3
| .
Al "ﬂgj"l"l'-'-y I;_r d :5'!5"1“12‘-'?-?&?* perasaan loyalitas dan

kewajiban. Altruisme mer atian pada motivasi untuk
membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa
memperhatikan ganjaran, sementara kewajiban memusatkan perhatian
pada tuntutan moral dari individu tertentu (seperti Tuhan, raja),

organisasi khusus (seperti pemerintah), atau konsep abstrak (seperti

patriotisme, dsb). Beberapa orang dapat merasakan altruisme sebagai

153 www.wikipedia.org, diakses tanggal 02 Mei 2024, pukul 20.27 WIB
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https://id.wikipedia.org/wiki/Patriotisme
http://www.wikipedia.org/

kewajiban, sementara yang lainnya tidak. Altruisme murni memberi
tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan.'® Istilah "altruisme"
juga dapat merujuk pada suatu doktrin etis yang mengklaim bahwa
individu-individu secara moral berkewajiban untuk dimanfaatkan bagi
orang lain.

Fuad Nashori mengutip dari Cohen, menyebut terdapat tiga ciri

'
UKIS @ ULA
,-w.u,.-jf I Jf‘;. £ .,,\‘Lv,l.qﬂ. z:l;,}. )

untuk menolong orang lain.

Orang—orang altruisme lebih sensitif, tidak ragu-ragu untuk
membantu seseorang yang membutuhkan, kurang agresif,lebih pemaaf
terhadap orang lain, lebih kooperatif dalam penyelesaian konflik,

mempunyai perilaku yang lebih baik, memiliki kepdulian yang lebih

14 Ibid,.
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sensitif dan responsif dalam berhubungan dengan individu lain, dan
lebih bahagia dalam menjalani hidup (Batson,2011:44).

Setiap dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan
dan ingin menjalankan praktik kedokteran dipersyaratkan untuk
memiliki izin. Izin menjalankan praktik memiliki dua makna, yaitu:1*

1. Izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil (formeele

bevoegdheid); dan .
/ Wwenangan secara materiil (materieele

W
@ ilﬁ ﬁ ;f.sg u L & / a telah dipergunakan
A\ #EU#? | é?ei:,!ugi.ag‘ﬁﬂ.1rlr§» syarakat yang mempunyai

P — . ..
tugas mengobati orang sakit. Walaupun tidak tertulis, norma ini

menggariskan kelakuan orang yang mengobati terhadap orang yang
diobatinya.®
Dokter dalam melaksanakan kewajibannya diatur oleh hukum

dan etik. Menurut Eryati, profesi dokter seperti juga profesi ahli hukum

155 Hargianti Dini Iswandari, “Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu
Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran”, Jurnal
Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 02, Juni 2006, hal. 53

1%6 Eryati Darwin, Op.Cit. hal. 78
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merupakan profesi tertua yang termasuk restricted profession yang
memiliki ciri yang lebih khusus yaitu pekerjaan atau kegiatan yang
dilakukan dengan penuh kepercayaan (trust) dan kerahasiaan
(confidentially), dan hubungan antara tenaga profesional tersebut
dengan client nya merupakan hubungan interpersonal. Kegiatan tenaga
profesional tersebut diatur dalam kode etik profesi yang disusun dan

asi-profesi. Secara etik, dokter wajib untuk

A . .
tidak boleh dipen rtimbangan keuntungan

pribadi.

d. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik, seperti
perbuatan yang bersifat memuji diri, secara sendiri atau
bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan
kedokteran dalam segala bentuk tanpa kebebasan profesi, dan

menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan
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jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan, dan atau
kehendak penderita.

e. Tiap perbuatan atau nasihat yang mung-kin melemahkan daya
tahan makhluk insani, baik jasmani maupun rohani, hanya
diberikan untuk kepentingan pasien.

f. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam

rapkan setiap penemuan teknik atau

¢lum diuji kebenarannya.

1. keterangan atau pendapat

n

adi pendidik dan

f

dang kesehatan
s 7 ' 5

URISTULA

*ﬁ‘"u""-g Iiﬁt?uﬁlﬁj::i?!,?\ : mengingat  akan

Kewajlbannya‘mé'ﬁn (Ingi

luk insani.

b. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan
segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien.
Dalam hal ini apabila tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk
penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam

penyakit/bidang tersebut.
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c. Setiap dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasien
agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan
penasihatnya dalam beribadat atau dalam masalah lainnya.

d. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang

diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu

meninggal.

a sebagaimana

asien dari teman

L
URISTULA

- & [
*1'51'1"1"-‘? !éﬂ:ﬁnﬂjmﬁfﬁ#!ﬁb schatannya, supaya dapat

bekerja aengan‘b';ik.
b. Seorang  dokter  hendaklah  senantiasa = mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-

citanya yang luhur.
Dokter dan rumah sakit memiliki hubungan hukum yang
bervariasi tergantung kesepakatan diantara para pihak. Ada yang

berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian (kontrak) melakukan jasa-jasa,
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dan ada juga yang atas dasar bagi hasil, serta bentuk hubungan hukum
lainnya. Jika hubungan kerja dokter dan rumah sakit dilandasi oleh
perjanjian kerja, maka berlaku ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU
Ketenagakerjaan) sebagaimana telah diubah, dihapus, dan/atau dimuat
ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (“UU Kerja”). Dalam hal ini, berarti pemilik rumah

sakit bertindak sebag d;.sedangkan dokter bertindak sebagai

: Hik‘h, e!ev Gl ke hak atas gaji atau
1 kesepakata

Jaj)

L)
B. Hak D3 4_,,- Dg

¥

Il'. dany Kewajibail_ps u doktch ntum Undang-Undang
|| - [

Nomot 2 ﬁfguﬁj‘jj!éfﬁi’:ﬂkjﬂﬂm'@ /

A

eran Pasal 51 dan Pasal

53 yang menyebutkan:

a. Hak Dokter
1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan
tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional;

157 https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-gaji-dokter-spesialis-dan-dokter-
umum-di-rumah-sakit-1t5f484f1bbb488/, diakses tanggal 04 Juni 2024, pukul 21.35
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2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan
standar prosedur operasional;
3) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau
keluarganya; dan
4) Menerima imbalan jasa.
b. Kewajiban Dokter.

1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi

W
W H;ﬁ I‘ g ‘(u?‘i u i ﬁ dasar perikemanusiaan,
- .
-’?‘Ej-lﬂ“.y I éﬁq‘:?”@ o canig lain v g bertugas dan mampu

5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan
ilmu kedokteran.

Tetapi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran dinyatakan sudah tidak berlaku setelah diundangkannya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang atau

bisa disebut Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan
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merupakan omnibus dari beberapa peraturan-peraturan mengenai
kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan, hak dan kewajiban
dokter dikonversikan dan dikelompokkan menjadi hak dan kewajiban
tenaga medis. Dalam Pasal 273-274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan menyebutkan hak dan kewajiban tenaga medis
adalah:

1. is (Pasal 273 Undang-Undang Kesehatan)

L
u W i - s u L & eraturan perundang-
oMol 2ot mcle

d. Mendapatkan per

dan keamanan,;

amatan, kesehatan kerja,

e. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai
dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta

nilai sosial budaya;
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g. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui
pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang
keprofesiannya;

i. Menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan

dengan standar prafesi, standar pelayanan, standar prosedur

"'*‘gua‘“!j? I ﬁaﬂi slia! »1ﬁi,¢b atau keluarganya atas

ﬁ-

c. Menjaga rahasia Kesehatan Pasien;

d. Membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang
pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
e. Merujuk Pasien ke Tenaga Medis lain yang mempunyai

kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
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Pasal 273 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan mengatur tentang hak tenaga medis dan kesehatan terkait
jaminan perlindungan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja,
mendapatkan informasi mengenai pasien, upah yang layak, serta
kesempatan untuk mengembangkan diri. Berikut adalah beberapa poin
utama yang diatur dalam pasal ini:

1. Perlindungan Hukum.

kan informasi yang

dari pasien maupun

3. Gaji dan Tunjang
Tenaga medis dan kesehatan berhak menerima gaji atau
upah, tunjangan kinerja, dan imbalan jasa yang layak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.
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4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tenaga medis dan kesehatan mendapatkan perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk jaminan kesehatan dan
ketenagakerjaan.
5. Perlindungan Martabat
Tenaga medis dan kesehatan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap:perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat

dan martabat ma
i

kesusilaan, dan nilai sosial budaya.

0 'yang memadai serta

erja dengan maksimal

: g sa Ner ﬁ_& /4/
walaimale.

1ayanan kesehatan kepada

masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 274 dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berisi tentang kewajiban tenaga
medis dan tenaga kesehatan. Isi umumnya mencakup beberapa
kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh tenaga medis dan tenaga

kesehatan. Kewajiban-kewajiban tersebut termasuk didalamnya yaitu:
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1. Memberikan pelayanan yang aman dan bermutu. Tenaga medis dan
kesehatan wajib memberikan pelayanan yang aman, sesuai standar,
dan berkualitas tinggi kepada pasien.

2. Mematuhi etika dan profesionalisme. Tenaga medis dan tenaga
kesehatan wajib menjaga etika dan profesionalisme dalam setiap
tindakan medis dan kesehatan yang dilakukan.

3. Mencatat dan melapoil

ap tindakan medis secara lengkap

menjalankan tugas mereka.

Pasal 273 dan Pasal 274 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan disusun untuk memberikan perlindungan
komprehensif kepada tenaga medis dan kesehatan, serta menetapkan
standar tinggi untuk pelayanan medis yang mereka berikan. Hak-hak

yang tercantum dalam Pasal 273 mencakup perlindungan hukum,
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kesejahteraan finansial, dan peluang pengembangan diri, yang
semuanya esensial agar tenaga medis dapat bekerja secara optimal dan
profesional. Sebaliknya, kewajiban yang diatur dalam Pasal 274
menitikberatkan pada kualitas pelayanan, etika, profesionalisme, dan
komitmen terhadap keselamatan pasien, yang semuanya penting untuk
menjaga kepercayaan dan keselamatan masyarakat dalam menerima

layanan kesehatan.

untuk meneag eScmbanga ara hak-dan tanggung jawab tenaga
nee an K ening ¢ 'stem kesehatan di

*_fg- & AU . mor 17 Tahun 2023

I \ !-H H ! 55 l! 4, P yang sangat penting
\\ Felel/ &R lolinala

karena-.llll nedis, khususnya dokter,

yang merupakan penopang utama dalam program pelayanan kesehatan.

Pasal 273 menjamin perlindungan hukum, kesejahteraan ekonomi, dan
kesempatan pengembangan diri bagi tenaga kesehatan, yang penting
untuk menjaga moral dan profesionalismenya. Pasal 274 di sisi lain
mengatur komitmen terhadap standar pelayanan, etika dan keselamatan
pasien yang penting untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan

kepercayaan masyarakat. Jika diterapkan secara efektif dan adil, kedua
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ketentuan ini akan meningkatkan kesejahteraan petugas kesehatan dan
kualitas layanan kesehatan, sehingga menciptakan sistem kesehatan
yang berkelanjutan dan memenuhi nilai yang berkeadilan.

Penerapan Pasal 273 dan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban

tenaga medis khususnya dokter pasti memiliki itikad baik dengan

bertujuan untuk melindupgi tenaga medis dan menjamin mutu
/

g

pelayanan kesehatati alitas. Namun dalam pelaksanaannya

annya secara adil

L
H N i g E u L ﬂ asilitas dan dukungan,
‘;r:!.u.wy Iéﬁ,‘.?uﬂjuﬂ:ﬁﬂl@' cfektif serta perbedaan

Iinterpretast dan 1mplementa

kabupaten atau kota
mengakibatkan penerapan hak dan tanggung jawab bagi tenaga medis
khususnya dokter yang tidak merata.

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan

secara konkrit diperlukan peningkatan kesejahteraan tenaga medis,

158 Wawancara dengan dr. Anisa Paramitha, Direktur Rumah Sakit Umum Siti Asiyah di
Bumiayu, Brebes, tanggal 4 Mei 2024.
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peningkatan infrastruktur, pelatihan yang berkelanjutan, pengawasan
dan penegakan hukum yang lebih konsisten dan adil di seluruh tingkat
layanan kesehatan.

Beberapa poin-poin yang penerapannya dianggap belum optimal
dalam regulasi ini, antara lain:**®

1. Pasal 273 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Kesehatan

“mendapatkan gajifupah, imbalan jasa, dan tunjangan

_:./\u dengan ketentuan peraturan

inimum gaji atau
medis. Hal ini

W
u I‘@ i gs ﬂ L & / ejahteraan finansial

tenaga medis 2l "ylé.,- :-""I"Iéﬂb"‘!:‘;ﬂﬂli;‘-‘- oan daerah yang lainnya,

terutama antara pusat kota dar

Kurangnya penyesuaian gaji dengan biaya hidup regional, yang
dapat diartikan bahwa tenaga medis di daerah dengan biaya hidup yang
tergolong tinggi mungkin saja tidak menerima imbalan yang memadai
untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dimana hal tersebut dapat

menurunkan motivasi serta kinerja mereka. Ketiga, mekanisme

159 Ibid,.
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pengawasan dan penegakan untuk memastikan pembayaran gaji yang
sesuai juga seringkali tidak memadai, sehingga terdapat kemungkinan
yang cukup tinggi dimana tenaga medis tidak menerima hak mereka
sepenuhnya atau tepat waktu.

Selanjutnya, tanpa adanya insentif tambahan atau tunjangan

kinerja yang adil dan merata, tenaga medis akan mungkin merasa

kurang dihargai, -»;*- berpengaruh negatif pada kualitas
w

.
1tat

pelayanan kesehs a-berikan.
P“/._/ arapkan-untuk menegakkan prinsip

tanpa mempenlmbangkaﬁm mper adil dapat mengakibatkan
kelelahan, ketidakpuasan, dan berkurangnya motivasi dalam
menjalankan tugas mereka. Gajia tau upah yang layak adalah bentuk
penghargaan atas pendidikan, tanggung jawab, dan tekanan yang
dihadapi dokter.

Mengenai persoalan upah atau salary seorang dokter, jika seorang

dokter memilki hubungan kerja dengan Rumah Sakit yang didasarkan
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atas perjanjian kerja dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja melarang pengusaha membayar upah lebih

rendah dari upah minimum, yang dapat terdiri atas:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP);!6°

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang besarannya harus
lebih tinggi dari UMP.161

Jika dalam suatu kabupatén/kota sudah terdapat ketentuan mengenai

P
g ok ter gk u LA 1dai untuk memenuhi

ﬁ“ﬂﬂy Ii?e?;:#uﬁia;:’%‘ﬂﬂ!& membuat dokter harus

an profesi yang cukup tinggi
yaitu dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur

operasional, dan etika profesi.

160 pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88C ayat (1) UU
Ketenagakerjaan

161 pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (2) dan (5) UU
Ketenagakerjaan
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Hal tersebut jugalah yang menjadi salah satu alasan terjadinya
maldistribusi dokter di Indonesia, dokter cenderung berpraktik di kota-
kota besar atau daerah perkotaan yang menawarkan fasilitas medis yang
lebih baik, infrastruktur yang lebih modern, dan peluang karir yang
lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki fasilitas

medis yang kurang berkembang atau kurang menarik secara finansial

cenderung sulit mkter untuk berpraktik di sana. Dokter
w

cenderung mencat

K\
8

]

W
u ig l gg w L ﬂ pemadai karena masih

e & 1
cukup bariy +ﬁu-'!? I@et?liﬁ:wﬁ::‘.ﬂxl.z} qutama di daerah terpencil

atan pelindung diri (APD)
yang memadai serta infrastruktur yang mendukung keselamatan dan
kesehatan kerja. Tanpa standar yang optimal dan pengawasan yang
memadai, tenaga medis kerap harus bekerja dalam kondisi yang kurang
atau bahkan tidak aman, yang meningkatkan risiko cedera dan penyakit.
Sosialisasi dan implementasi pada standar keselamatan dan

kesehatan kerja (K3) belum cukup merata di seluruh fasilitas kesehatan.
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Masih cukup banyak tenaga medis yang belum mendapatkan pelatihan
yang cukup mengenai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga
kurang memiliki pengetahuan bagaimana cara melindungi diri mereka
dengan baik di tempat kerja. Selain itu, pengawasan dan penegakan
regulasi K3 oleh instansi terkait seringkali lemah, sehingga terdapat
banyak kemungkinan terhadap pelanggaran yang tidak tertangani dengan

baik.

ama rekan kerja dan atasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, mekanisme pelaporan dan
penanganan kasus pelanggaran martabat tenaga medis seringkali tidak
jelas dan kurang efektif. Banyak tenaga medis yang merasa enggan
melaporkan kasus-kasus tersebut karena takut akan reperkusi atau karena
tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan serius.

Ini menunjukkan bahwa sistem dukungan bagi tenaga medis yang
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menghadapi perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat
manusia masih perlu diperkuat.
Pasal 274 huruf d Undang-Undang Kesehatan
“membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen
tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang

dilakukan”

Pasal ini mengharuskaii-dokter dan tenaga medis untuk membuat

dan menyimpan catataf ien-tentang pemeriksaan, asuhan, dan

k2 ‘s:; crapar irasa kurang optimal

._ :
A . e T
pa31en' u @i i g(‘-{; u L ﬂ onik tentang informasi

LT L3
s "‘"EJ"I“'ﬂ'y Ié.f’?'if..’uﬂlit!:ﬂi?lufb ali lebih petugas kesehatan

catatan rekam medis

1]
¥

secara terpadu dalam tiap kali perten a petugas kesehatan dengan
klien. Rekam medis elektronik bisa diakses dengan komputer dari suatu
jaringan dengan tujuan utama menyediakan atau meningkatkan perawatan
serta pelayanan kesehatan yang efisien dan terpadu (Potter & Perry, 2009).

Rekam medis elektronik memiliki kekurangan seperti adanya resiko

terkena error atau virus, terjadi kesalahan ketika proses input data atau edit
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data, sistem yang rawan untuk diretas, dan sangat tergantung pada
ketersediaan sumber tenaga listrik dan juga sinyal internet.'62
5. Pasal 274 huruf e Undang-Undang Kesehatan

“merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan

lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang

.9
sesuai

162 Wawancara dengan dr. Fajar Mukharam, Sp.B, Dokter Spesialis Bedah di Bumiayu, Brebes,
tanggal 5 Mei 2024
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BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN PROFESI DOKTER SEBAGAI PENYEDIA PELAYANAN

KESEHATAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 273 dan

Pasal 274 mengatur hak dan kewajiban tenaga medis termasuk didalamnya profesi

dokter secara cukup komprehensi 3"’% da beberapa kelemahan yang mungkin

4

« ki

yangan kinerja, dan imbalan jasa yang layak,

namun tidak memberikan standar atau panduan yang jelas tentang apa yang
dianggap "layak". Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian
kompensasi. Kurangnya penyesuaian gaji dengan biaya hidup regional
menyebabkan ketidakmerataan dalam kesejahteraan finansial dokter dan

tenaga medis. Di daerah dengan biaya hidup tinggi, gaji yang tidak mencukupi

163 Wawancara dengan dr. Anisa Paramitha, Direktur Rumah Sakit Umum Siti Asiyah di
Bumiayu, Brebes, tanggal 5 Mei 2024
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dapat menurunkan motivasi dan kualitas hidup dokter dan tenaga medis, yang
pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan yang mereka
berikan. Kasus keterlambatan pembayaran gaji juga kerap terjadi, yang dapat
mengakibatkan ketidakpastian finansial bagi tenaga medis. Prinsip altruisme
dan kompensasi yang adil tidak harus saling bertentangan. Justru, keduanya
harus berjalan seiring untuk menciptakan sistem kesehatan yang efektif dan

berkelanjutan. Jika dokter merasa

dihargai secara finansial, mereka lebih

yr yang mendukung

U N l cryd 9 W 'L “ itilasi yang buruk atau
fasilitas sanitag #ﬂl*?g [ ﬁd“?l&'ﬂmﬁ#..ﬁ- /

¢mbahayakan kesehatan

dokter dan tenaga medis Tainnya.™

Meskipun pasal ini mengakui hak atas perlindungan martabat, tetapi
langkah-langkah konkret untuk menerapkan perlindungan ini masih kurang
jelas. Tanpa pedoman yang spesifik, sulit bagi dokter dan tenaga medis untuk

mengetahui bagaimana mereka dilindungi secara praktis. Dalam praktiknya,

164 Wawancara dengan dr. Fajar Mukharam, Sp.B, Dokter Spesialis Bedah di Bumiayu,
Brebes, tanggal 5 Mei 2024
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perlindungan terhadap kasus hukum masih minim dan kedudukan dokter dan
tenaga medis lebih condong disalahkan. Pasal ini mengakui hak tenaga medis
atas perlindungan martabat, namun tidak memberikan langkah-langkah
konkret bagaimana pelindungan ini akan dijamin dan dilaksanakan di

lapangan. Tanpa penegakan hukum yang kuat, hak atas pelindungan martabat

mungkin tidak dapat direalisasikan dengan efektif.

an dengan efisien.

Untuk pe K puii ineimlil cperti resiko error atau

internet.

Beban kerja yang intens dan tekanan untuk menangani banyak pasien
dalam waktu singkat dapat membuat dokter dan tenaga medis terkadang tidak
memiliki cukup waktu untuk melakukan pencatatan yang rinci dan akurat.
Akibatnya, pencatatan medis seringkali menjadi tugas yang terbengkalai atau
dilakukan secara tergesa-gesa, yang bisa mengakibatkan informasi yang

kurang lengkap atau kurang akurat.
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Di berbagai daerah, terutama di daerah wilayah terpencil dan pedesaan,
akses menuju dokter spesialis sangat terbatas. Hal ini dapat menyulitkan proses
rujukan karena dokter dan tenaga medis yang merujuk mungkin tidak memiliki
pilihan yang memadai atau harus merujuk pasien ke lokasi yang jauh, yang bisa
menyebabkan keterlambatan dalam penanganan medis yang dibutuhkan.

Proses rujukan yang efektif memerlukan koordinasi dan komunikasi

yang baik antara tenaga yang merujuk dan yang menerima rujukan.

Kekurangan sistem rujuka 1si dan jalur komunikasi yang jelas

seringkali mengakibatkan" prose: 0| yang-ti ien, menyebabkan

&

berkelanjutan, dokter

)/

maupun teﬁII ipatan yang memadai

L ]
untuk meninlI *?ﬂbﬂy Iif@‘i:?llﬂlﬁi:;-ﬁ?hh mereka sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetanuan"'aa

Secara keseluruhan, meskipun UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
bertujuan untuk meningkatkan sistem kesehatan, kelemahan dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban tenaga medis perlu diatasi melalui kebijakan
tambahan, peningkatan infrastruktur, dan dukungan berkelanjutan untuk

memastikan bahwa dokter dapat bekerja secara efektif dan aman.
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C. Budaya Hukum Dalam Regulasi Hak dan Kewajiban Profesi Dokter
Budaya hukum adalah kultur atau suasana pemikiran sosial dan yang
menentukn bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.
Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin
tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang
baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Secara sederhana, tingkat kepatulian masyarakat terhadap hukum merupakan

salah satu indikator ,:e_.- o

f an yang telah lama

U .
EJ iq i 0 E u L ﬂ /. arakat. Hal ini dapat

menimbulkarl'i, i ”'ﬁ"!!"l" ‘U I@AL e H*;.qﬂb'!ﬂ- Kter, tenaga medis, tenaga

kesehatan maupun masyarakat impiementasi undang-undang
tersebut.

Proses perumusan undang-undang mungkin tidak melibatkan partisipasi
aktif dari masyarakat atau kelompok-kelompok yang terkena dampak langsung
khususnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) oleh regulasi kesehatan tersebut.

Akibatnya, mungkin terjadi ketidakcocokan antara kebutuhan dan aspirasi

masyarakat dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam
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perancangan maupun saat implementasi undang-undang tersebut mungkin
terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal pembentukan
hukum, penegakan hukum, pemantauan, atau penyuluhan kepada masyarakat.
Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dari regulasi kesehatan yang
diatur dalam undang-undang tersebut.

Memperbaiki kelemahan-kelemahan ini memerlukan upaya kolaboratif

UNISSULA
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BABV
REKONSTRUKSI REGULASI HAK DAN KEWAJIBAN PROFESI
DOKTER SEBAGAI PENYEDIA PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS

NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Hukum dengan Berbagai Negara

Regulasi hak dan kewajiban dokter di Amerika Serikat diatur oleh

IJ_EHI".E‘»'SUI.A

. diatur oleh General
Medical Council (G M dan regulasi ind¢penden yang bertanggung

jawab atas praktik medis dan standar profesional. GMC memiliki mandat untuk
mengawasi praktik medis, memberikan lisensi kepada dokter, serta
menetapkan standar etika dan kompetensi bagi profesi medis. Mereka juga
memiliki kewenangan untuk menyelidiki keluhan terhadap dokter dan

mengambil tindakan disipliner jika diperlukan. Kode Etik Medis yang

165  American Medical Association. "About AMA - Who We Are." www.ama-
assn.org/about/who-we-are. diakses pada tanggal 30 Mei 2024
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dikeluarkan oleh GMC memberikan panduan etika bagi dokter dalam praktik
mereka, sementara GMC juga berperan dalam mempromosikan keselamatan
pasien dan kualitas layanan kesehatan secara umum.!®

Di Malaysia, regulasi hak dan kewajiban dokter diatur oleh Lembaga
Perubatan Malaysia (Malaysian Medical Council /IMMC). MMC adalah badan

independen yang bertugas mengatur praktik medis dan memastikan standar

etika serta kompetensi "\c baga ini memiliki kewenangan untuk
\n _mengeluarkan kode etik profesi,

dengan standar yang

ditetapkan <':1H mpromosian otikamedis yang tinggi: I.embaga ini memiliki

- & [
kewenamgamlI f“‘:ﬂl‘-"-yl 5?@{:!134-\?3473?1",1@ ada dokter, mengeluarkan

kode etik profesi, serta menyel'idﬁl" dan v disiplin terhadap dokter

yang melanggar standar profesi atau etika medis.®

166 Shaw, Sasha, dkk, "General Medical Council (GMC) Fitness to Practice (FTP)
Hearings: Could and Should They be More Therapeutic?" Medical Education Online, vol. 26, no.
1,2021

167 Abdullah, Fa’ezah, dkk. "The Role of the Malaysian Medical Council in Upholding
Medical Ethics and Professionalism: A Review." Malaysian Journal of Medical Sciences, vol. 28,
no. 3, 2021, hal. 5-18

188 Singapore Medical Council. "About SMC." www.smc.gov.sg/about-smc
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Di Malaysia, hak dan kewajiban dokter diatur oleh beberapa undang-
undang dan peraturan, yaitu yang pertama Akta Perubatan 1971. Ini adalah
undang-undang utama yang mengatur tentang praktik kesehatan di Malaysia.
Undang-undang ini menetapkan syarat-syarat untuk mendaftar sebagai dokter,
prosedur yang harus diikuti dalam praktik medis, dan sanksi untuk
pelanggaran. Selanjutnya terdapat Lembaga Perubatan Malaysia atau

Malaysian Medical CounMC adalah badan profesional yang

mengawasi praktik ate - MMC menetapkan standar etika
. I' .
medis, melaksanakan pendattarar D menangani aduan terhadap

pat Kod Etika
AMC. Kode etik

c):ang juga memiliki
f

L
nfyand pengatur-aspek-aspels dari praktik medis,

LT L3
termasuk pengg fﬁm"»!f !éﬁt:?gﬂjwﬁﬁﬁ!,@ ur medis, dan pengelolaan

klinik dan rumah sakit.

Masa pendidikan untuk menjadi seorang dokter di Malaysia biasanya
Program Sarjana Kedokteran (MBBS atau MD) berlangsung selama 5 atau 6
tahun. Setelah lulus dari program sarjana kedokteran, di Malaysia, program
yang setara dengan Koas di Indonesia adalah program housemanship, yang
juga dikenal sebagai pra-pendaftaran. Program housemanship merupakan

tahap penting dalam pendidikan kedokteran di Malaysia yang harus
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diselesaikan oleh lulusan program sarjana kedokteran sebelum mereka dapat
memperoleh lisensi untuk berpraktik sebagai dokter.

Program housemanship biasanya berlangsung selama dua tahun setelah
lulus dari program sarjana kedokteran. Selama periode ini, dokter muda akan
ditempatkan di berbagai departemen atau unit di rumah sakit untuk

mendapatkan pengalaman praktis dalam berbagai disiplin ilmu medis. Mereka

akan bekerja di bawah n.e okter senior dan mendapatkan pelatihan
,/\\\

klinis yang berharga dalai perawatan pasien, dan manajemen

dakan menghadiri sesi
\ pengetahuan
! menyelesaikan
nperoleh sertifikat

ebagai dokter dengan

@
Lembaga Pe U Wq g g ﬂ u & A lapatkan lisensi untuk
- ; !‘1- [
berpraktik sebaga 'I'l’?-jij Ii‘?ﬁ"ﬂ%ﬂ#".@

memiliki fungsi yang mirip dengan program Koas di Indonesia, yaitu
memberikan pengalaman praktis yang penting bagi calon dokter sebelum

mereka dapat berpraktik secara mandiri.

189 https://hq.moh.gov.my/medicaldev/cawangan-pembangunan-profesyen
perubatan/malaysia-housemanship/, diakses tanggal 05 Juni 2024, pukul 23.43 WIB

10 Lim Chee Han, Housemanship programme in Malaysia: Availability of positions and
quality of training, (Kuala Lumpur: Penang Institute, 2017), hal. 3
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Calon dokter yang mengikuti program tersebut biasanya menerima
upah atau gaji. Upah ini merupakan bentuk kompensasi untuk pekerjaan yang
mereka lakukan di rumah sakit selama periode housemanship. Gaji yang
diterima biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar calon dokter, tetapi
jumlahnya mungkin tidak sebanding dengan gaji yang diterima setelah mereka

menjadi dokter dengan lisensi penuh setelah menyelesaikan program

W il@ w 3 g W b ﬂ ship, dokter biasanya
memiliki bebg ::"1“-'“*!-!5’ Iiﬂ:;* iutkain b -ﬁi likan dan pengembangan

. —
profesional mereka. Salah satu opsi yar

Indonesia adalah program Medical Officer (MO) atau Junior Medical Officer
(JMO) di rumabh sakit. Program Medical Officer biasanya berlangsung setelah
menyelesaikan program housemanship dan merupakan tahap lanjutan dalam
pendidikan dan pelatihan klinis bagi dokter muda di Malaysia. Selama program
ini, dokter akan bekerja sebagai dokter junior di berbagai departemen atau unit

di rumah sakit. Mereka akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam
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perawatan pasien dan manajemen kasus, tetapi masih akan berada di bawah
supervisi dokter senior. Selama program Medical Officer, dokter akan terus
mengembangkan keterampilan klinis mereka dan memperluas pengetahuan
mereka dalam bidang spesifik kedokteran. Program ini juga merupakan
persiapan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan spesialisasi atau
meraih sertifikasi dalam bidang tertentu.'’*

Meskipun istilahnya berbeda, fungsi program Medical Officer di
Malaysia mirip dengan -/ \ua d1 Indonesia, yaitu memberikan
kesempatan bag "//

7

2

pengalaman praktis

mereka setelah

/-- ikan perawatan
'inematuhl semua
adan regulasi medis.

Mereka ju'g K hak untak-4 lung ngan profesional dan

1 praktik medis dengan

benar. Hak bagi dokter terkait masalah k an dan kesehatan kerja diatur
dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514). Akta
tersebut menyediakan kerangka kerja hukum untuk memastikan bahwa semua
pekerja, termasuk dokter, dilindungi dari risiko dan bahaya di tempat kerja.

Di Malaysia, dokter umumnya memiliki akses yang lebih baik ke

fasilitas medis dan peluang karir yang lebih luas, terutama di sektor swasta

171 Ibid., hal. 29-32
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yang berkembang pesat. Gaji atau imbalan untuk profesi dokter di Malaysia
cenderung lebih tinggi daripada di Indonesia. Dokter di Malaysia umumnya
memiliki gaji yang cukup baik, terutama dokter spesialis dan mereka yang
bekerja di sektor swasta atau di kota-kota besar. Serta dari segi infrastruktur,
Malaysia memiliki infrastruktur kesehatan yang lebih baik dan maju
dibandingkan Indonesia, dengan fasilitas medis yang lebih modern dan tersedia

di berbagai daerah.

\ &
rumah saki'tn besar afad i dagrahzdactab yaagkekurangan tenaga medis. Dari

segi infrastru """u"'vy : r‘i’ﬁ{’ ﬂ-riﬂ.'-‘! I-i"h adapi tantangan, terutama

di daerah-daerah terpencil. Fasilitas medis mungkir Kurang modern dan kurang
lengkap serta akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas di berbagai
daerah. Banyak faktor lainnya juga yang berkontribusi terhadap kesejahteraan
profesi dokter, termasuk tingkat stres, keseimbangan kerja-hidup, dan akses

terhadap layanan kesehatan serta pendidikan yang baik.
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B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Regulasi Hak Dan Kewajiban
Profesi Dokter Sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan

Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah

semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang.

Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia

harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena

i R a . ial.
Ing (': manusia atau
Jl .ﬂ ' entingan manusia

. &2 /
pun berke E’ iq l E g W un ﬂ Sebagai perlindungan

-"ﬂ""‘l-fk‘.g !&Eﬁb!ﬂﬁ:.‘..;ﬁ:mlqu embangan kepentingan
i
i
manusia. Hukum itu dinamis

perkembangan. Dalam perkembangannya, hukum mencari idealnya, yaitu

imnt), selalu mengikuti

terwujudnya tiga ide dasar dalam hukum, vyaitu kepastian hukum
(rechtssicherheit), kemanfaat-an (zweckmassigkeit), dan keadilan

(gerechtigkeit). Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan

172 Moch Najib Yuliantoro, dkk., 2019, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada
Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, Jurnal Filsafat, Vol. 9 No. 1, Fakultas Filsafat
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 38
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sebagai penopang cita hukum (idee des rechts). Cita hukum ini akan
membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum. Ketiga nilai dasar
tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar
tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain,
melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (spannungs verhaltnis)
satu sama lain. Dalam hal terjadi pertentangan demikian, yang mestinya

dikedepankan adalah keadilan

ya D¢

30

is a physic phenomenon, knowledge of which can be acquired
through self-observation and the joint method.
Gunawan Setiardjo mendefinisikan keadilan sebagai berikut :

“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan, baik

173 Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan,
Cetakan Kesatu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 1.
174 Ibid., him. 3.
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jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus-menerus
untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”.1”
Maria Farida Indarti Soeprapto menyatakan bahwa pembentukan
peraturan perundang-undangan yang harmonis dan mudah diterapkan di
masyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu
negara. Apabila kita membicarakan ilmu perundang-undangan, maka akan

membahas juga proses pembentukan peraturan-peraturan negara, dan

o et _
tidak meellH “U N‘ @ %‘g LE,*' u Im; ﬁ lakunya tidak sama
' fﬂﬁu‘«‘!ﬁyléﬁﬂﬁ:ﬂﬂl@ﬂ:ﬁ.d@: harus dianggap tidak

bagi semua

adil "
Yudi Latif menegaskan bahwa satu-satunya sila Pancasila yang
dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan

175 Ibid.

176 Jazim Hamidi, Optik Hukum, Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan
Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher,
Jakarta, 2011, hlm. 139

17 Ibid , hlm. 79.
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tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan
sosial sebagai kristalilasi moral.1"

Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa
keadilan sosial merupakan perwujudan Kkhusus dari nilai-nilai
perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama

ebutuhan jasmaniah.1’

i
penunaian Réwa]m ’

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi

luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada
dalam kerangka : a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem

(kemasyarakatan); b. Pengembangan struktur yang menyediakan

178 yudi Latif, 2011, Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila,

Gramedia, Jakarta, hal. 606

483.

179 yudi Latif, 2014, Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan, Mizan, Jakarta, hal.
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kesetaraan kesempatan; c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang
diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan;
dan d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan
bagi semua orang.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan

hierarki peraturan perundang-undangan, selain itu pembentukan peraturan

Pengharmonisasian undang-undang yang dilaksanakan secara
cermat dan profesional akan menghasilakan undang-undang yang
memenuhi syarat sebagai undang-undang yang baik. Ada 8 (delapan)

kriteria hukum yang baik menurut Lon Fuller sebagai berikut :8

180 Ibid., hlm. 73 dan 74.
181 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Refika Aditama, Bandung,
2009, him. 9.
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1) Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa negara;

2) Hukum harus dipublikasikan;

3) Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;

4) Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan

diterapkan secara benar;

5) Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi;

I.<esepakatan di
¥’ /s
UNISBULA
atau individl 1f"‘-"""'l"l»1‘."-kI l@’?’!‘i“-‘ﬂﬂlwqﬁfilr!ﬁg-

keadilan PaW -

Teori keadilan Pancasila merupakan suatu pendekatan keadilan

a satu ahli hukum

gbagai pencetus teori

yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu dasar negara
Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia mencakup lima
sila atau nilai yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
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Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.

Dalam teori keadilan Pancasila, kesetaraan, keadilan, dan
kemanusiaan menjadi pijakan utama dalam membangun masyarakat
yang adil dan harmonis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

menjadi pilar sentral dalam teori keadilan Pancasila. Hal ini

di landasan untuk
W

v n a 5 g U kel ﬂ, dalam masyarakat.

Prinsip ke 1 "'\"fu‘ﬂyl dh UI—I"’L@* -,IE‘-- nempatkan hak asasi

manusia seBa‘ga‘rrnrrkea‘o‘n

Dalam teori ini, setiap individu memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan perlakuan adil dan hormat tanpa diskriminasi. Selain itu,
kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Artinya, setiap
kebijakan yang diambil haruslah melibatkan partisipasi dan konsultasi

dengan berbagai pihak yang terkait untuk mencapai keputusan yang
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paling bijaksana dan berpihak kepada kepentinganmasyarakat.??
Secara holistik, teori keadilan Pancasila mencerminkan upaya
menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan dalam
konteks Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan Pancasila diharapkan dapat
membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
serta menciptakan negara yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan

persatuan.

Pada

:ﬂ’l'l‘%"ry I é“‘?’,"} ﬂEJ ika ke !_azh

al dan politis yang ada
di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.

Keadilan berasal dari bahasa arab “adl” yang artinya bersikap dan
berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara
hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada
hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya

atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah
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di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama
derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hakhak yang
diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.
Berikut ini beberapa pendapat pengertian mengenai keadilan. Berikut ini
beberapa pendapat mengenai makna keadilan yaitu: ¢ Menurut W.J.S.

Poerwadarminta bahwa : keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya,

*J.E&:J “!!IL

‘,.. H H "55 U R. lﬁ r/ di mana orang dalam
mellud | £oal loluitne /
situasi yang‘*.llll kan "e. genai makna keadilan,
=\

182

52

Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu:

1) Keadilan Komulatif.

2) Keadilan Distributif.

182ikiamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab Indoneia,
Yogyakarta, Pustaka Progressif, 2007, him.23.
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Sedangkan Plato, guru Aristoteles, menyebutkan ada tiga macam, yaitu

1) Keadilan Komulatif.
2) Keadilan Distributif.

3) Keadilan Legal atau Keadilan Moral.
Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Charles E. Merriam dalam Miriam Boedihardjo (1982) meletakkan

L
UNi ﬁﬁn ULA
-”!“’.3 iy ket o

sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur’an dalam

pengertian keadilan.

Kalau dikatagorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan
keadilan dalam Al-Qur’an dari akar kata “ad[” itu, yaitu sesuatu yang benar,
sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat

dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil
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keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di
atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-
bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata
‘adl’ dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah
tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-
Qur’an. Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan

enuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya

//\ @kurangan, merasakan solidaritas

Al-Qur’an agar manusia memeng

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. Begitu juga dalam Surah Al-
Ma'idah (5:8), yang berbunyi : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah
kamu orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

173



Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum
muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam Al-
Qur’an dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat
secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu
sendi firman Allah SWT, sebagai berikut : Artinya: Hai orang-orang yang
beriman hendaklah kamu jadi orang menegakkan (kebenaran) Karena Allah,

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali untuk berlaku tidak adil.

//\\ at kepada takwa. dan bertakwalah

f hidup warga

sisinya dalam

W
W l’i l @5 U Lﬁ jang mengacu kepada

|1 . &
transformas"q "’«'—‘"—LL"-F Ié___-- '[:'ﬂ'ﬂﬂlmﬁﬂﬂlgi? anyak berwatak straktural.

i

Fase terpenting dari wawasan keadila dibawakan sifatnya sebagai
perintah agama, bukan sekedar belaka. Pelaksanaannya merupakan
pemenuhan kewajiban agama. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak

hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat

secara perorangan, melainkan juga lingkup makro.

Banyak dalam ayat Al-Qur’an yang memerintahkan kita berbuat

adil. Misalnya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah:8 yang artinya
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berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dijelaskan dalam
ayat ini, bahwa keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang
berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias
zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adil-lah (berarti orang
yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Keadilan bagi

seorang muslim berarti menghilangkan rasa lapar, rasa haus dan sebagainya.

Dengan kata lain keadil ah masyarakat menghendaki terwujudnya
ng | lain, Allah SWT berfirman dalam

sikap empati kepada Orang

"'. it * -
status (sog'i.I ! ' N l 5 5 ‘! ﬂo. /; ma. Pada orang yang
el ﬁ.ﬁ":blhl-mh /

berbeda keyak g / dilan harus ditegakkan.

—_—
Allah SWT berfirman dalam Surah Al- An’am ayat 152 yang artinya : Dan

apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia
adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Sudah seharusnya, keadilan diejawantahkan di setiap aspek
kehidupan tanpa terkecuali. Keadilan bukan merupakan ajaran indah

yang hanya menjadi pembahasan ilmiah dari waktu ke waktu. Lebih dari
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itu, keadilan merupakan spirit kehidupan. Islam memandang bahwa
keadilan harus diberikan kepada siapapun dan dimanapun. Salah satu
aspek kehidupan yang di dalamnya keadilan harus diterapkan adalah
aspek hukum. Keadilan pada aspek hukum mewajibkan setiap manusia,
tanpa adanya pembedaan, sama di depan hukum. Jika setiap orang sama
di depan hukum, maka sepremasi hukum dikatakan tegak, begitu pula

sebaliknya. Kesempurnaan ajaran-Islam tentang keadilan dan supremasi

".. :
imbalan ataﬁ “E:, N ! ':% 5 .-n.-: L. “‘. asi ini, perlu dilakukan
'1 ﬁMI &?bq Lusinela /

/2

penetapan stand ntuk dokter dan tenaga

!
|1
i

L—l—f

medis berdasarkan kualiﬁkasi,- pengalaman, dan tanggung jawab para dokter
dan tenaga medis. Standar ini harus disesuaikan dengan biaya hidup di berbagai
wilayah sehingga ada keadilan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, perlu
ada mekanisme penyesuaian gaji secara berkala yang mempertimbangkan
inflasi dan perkembangan ekonomi. Skala gaji atau imbalan yang adil akan
memastikan bahwa dokter di daerah terpencil dan tertinggal mendapatkan

kompensasi yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan di daerah tersebut.

176



Sistem kenaikan gaji bagi dokter dan tenaga medis juga harus mencerminkan
kinerja dan kompetensi dokter dan tenaga medis itu sendiri. Ini bisa dilakukan
melalui evaluasi berkala yang objektif, yang menilai kinerja klinis, kontribusi
terhadap penelitian atau pengembangan, serta partisipasi dalam program
pendidikan dan pelatihan serta bagaimana mereka menangani pasien.

Diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur alokasi sumber daya

dan insentif untuk menarik doktei:ke daerah-daerah terpencil sehingga dapat

7 N

Acuan tersebut adalah dasar perhitungan dalam mencapai kesepakatan besaran
jasa medis yang akan diterima dan atau diberikan antara para dokter dengan
direksi rumah sakit di masing-masing rumah sakit. Berdasarkan kesepakatan
dan wacana selama pembahasan dalam Pokja Harmonisasi Acuan Tarif Jasa
Medis melalui pertemuan diskusi berkelanjutan yang komprehensif, diyakini

bahwa cara pembayaran-penghasilan profesi yang paling ideal adalah sistem
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remunerasi. Namun untuk menyusun sistem remunerasi tersebut memerlukan
referensi dan penelaahan akademis yang lebih sempurna serta dibutuhkan
waktu yang cukup panjang; sehingga disepakati cara pembayaran-penghasilan
profesi dokter mengacu pada:'%

1. Penghasilan jasa tetap (basic salary), yang merupakan penghasilan dasar

setiap dokter yang besarannya bersifat tetap dalam kurun waktu tertentu

sesuai dengan kesep ersama antara dokter dan rumah sakit,

meliputi gaji pokok if:/\»a onal, tunjangan keluarga, tunjangan

d, performance, atau
al basic salary (hal.

. \
vii). .

Acuan tersebut merupé'f(“ ngan dalam mencapai
kesepakatan besaran jasa medis yang akan diterima dan atau diberikan antara
para dokter dengan direksi rumah sakit di masing-masing rumah sakit. Tetapi

perlu diingat bahwa acuan tarif jasa medik tersebut hanya menjadi dasar acuan

perhitungan dalam mencapai kesepakatan besaran gaji yang diberikan, yang

183 pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Acuan (Tarif) Jasa Medik Dokter, (Jakarta,
2013), hal. vii
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kemudian diserahkan kembali sesuai kesepakatan para pihak. Ketentuan
pemberian gaji dokter termasuk gaji dokter spesialis tetap mengacu pada UU
Ketenagakerjaan dan dilarang membayar upah di bawah upah minimum
provinsi atau upah minimum kabupaten/kota.

Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat harus diterapkan untuk
memastikan bahwa institusi kesehatan mematuhi regulasi ini, termasuk

pemberian sanksi yang bagi yang melanggar. Pemerintah harus
f ' \ .

menyediakan mekanisme hi p kuat untuk menangani sengketa

\atul / 1 E ' \ g. jelas dan efektif untuk

. &2
ditingkatka "., U ﬁ‘,: a gb “;BS‘- W ﬂ ﬂ nemungkinkan tenaga
medis memary "ﬂgl"l"gp e ﬂL.,.qu"ﬂrh iime. Dengan langkah-

langkah ini, diharapkan Kesejahteraat

naga medis dapat terjamin,
sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih optimal dan profesional dalam
memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Dengan langkah-langkah rekonstruksi tersebut, diharapkan regulasi
Pasal 273 ayat (1) huruf ¢ dapat menjadi lebih adil dan efektif, memastikan
bahwa dokter mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kontribusi mereka

serta kondisi dan tantangan yang mereka hadapi. Ini akan meningkatkan
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kesejahteraan dokter dan mendorong mereka untuk terus memberikan
pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat.

Pasal 273 angka (1) huruf d dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan mengatur mengenai perlindungan atas keselamatan, kesehatan
kerja, dan keamanan bagi tenaga medis. Untuk memperbaiki regulasi ini agar

lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal, beberapa langkah

rekonstruksi yang dapat diam 3.,.-*. pengembangan Standar Nasional,

Pemerintah harus mengéin]

P

i-menetapkan standar nasional yang

(lai)

T ovmom o
S ), %

" P
astllwl) I&*@%B“ﬁlﬂi-.ar[@ ;

untuk menjaga keselamatan dan a dokter. Ini termasuk
penyediaan fasilitas yang memadai seperti ruang istirahat yang layak, ventilasi
yang baik, dan peralatan medis yang aman. Untuk menunjang infrastruktur
tersebut, perlu adanya pelatihan rutin dan berkala kepada dokter dan tenaga
medis mengenai praktik keselamatan dan kesehatan kerja yang terbaru.
Pelatihan ini harus mencakup cara penggunaan APD yang benar, penanganan

darurat medis, serta protokol evakuasi dan penanganan kebakaran. Kesadaran
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mengenai pentingnya K3 harus ditanamkan sejak dini dan diperbarui secara
berkala. Pemerintah harus memastikan bahwa semua dokter dilindungi oleh
asuransi kesehatan yang komprehensif dan perlindungan finansial yang
memadai jika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Ini termasuk
jaminan penggantian biaya pengobatan dan kompensasi bagi keluarga jika
terjadi kecelakaan fatal.

Mengimplementasikan _§istem pengawasan yang ketat untuk

memastikan bahw a

dan kesehatan ketja \I litdte sa:dilakukan melalui inspeksi

’/;"Q?'%\ embaga vang benwens ik dapat menerapkan

bagi doktelh

B
\ EJ i@ ﬁ .'E g u ) & pelanggaran terhadap

LT L3
standar kesefa f’:ﬂ‘lﬂ!y I:‘;’}f&i:‘ufﬂa?ﬁﬁ.ﬂl@u kan reprisal. Sistem ini

harus memastikan tindak Tanjut y‘g“n'g f atas setiap laporan yang
masuk.

Dengan langkah-langkah rekonstruksi ini, regulasi Pasal 273 ayat (1)
huruf d dapat diimplementasikan dengan lebih adil dan efektif. Dokter akan
mendapatkan perlindungan yang memadai atas keselamatan, kesehatan kerja,

dan keamanan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas

layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis. Hal ini penting untuk
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menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi dokter, serta
memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang dan
tanpa risiko yang tidak perlu.

Pasal 273 angka (1) huruf f dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga medis berhak atas

perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat

U N* l E'g “ an | ﬁ {: bahwa hak tersebut

terlindungi dX ""':-’J'L"'-El @?{LAﬁLﬂld}mﬂEilg onstruksi dapat diambil

yaitu Pemerintah harus menetaf)'ka asional yang jelas dan tegas
mengenai perlakuan yang layak terhadap dokter dan tenaga medis, yang
mencakup perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, dan tindakan tidak
manusiawi lainnya. Pemerintah perlu menetapkan definisi yang jelas mengenai
apa yang dimaksud dengan "perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan

martabat manusia". Definisi yang jelas akan memudahkan dalam penegakan

hukum dan perlindungan bagi tenaga medis. Regulasi harus mencakup
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perlindungan yang spesifik dari segala bentuk pelecehan, baik seksual, fisik,
maupun verbal, serta diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, atau status
lainnya. Ini harus dilengkapi dengan suatu mekanisme pengaduan yang mudah
diakses dan aman bagi dokter dan tenaga medis yang mengalami perlakuan
tersebut. Standar ini mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan etika
profesi. Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan

dalam proses perumusan kebijaka

/
D A
3

&
1 ponguwasan Jang efokif dap / lalui sistem pelaporan

LT L3
., f"?—'?uﬂ"v_,u I&J’ﬂ:"ﬂ‘f?-lﬁf:aﬂvﬂ!_@- n insiden perlakuan tidak

sesuai. Sistem ini harus muadh’h'

jamin kerahasiaan pelapor
untuk mencegah tindakan balas dendam atau intimidasi.

Untuk peningkatan kesadaran publik, salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah kampanye publik (public campaign) yang bertujuan
mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
menghormati serta menghargai dokter dan tenaga medis maupun tenaga

kesehatan. Ini akan membantu membangun lingkungan yang lebih mendukung
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bagi dokter dan tenaga medis dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu,
regulasi yang direkonstruksi juga harus memperhitungkan aksesibilitas,
ketersediaan, dan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat,
termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu secara
ekonomi. Dalam konteks ini, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta
penyediaan sumber daya yang memadai menjadi kunci dalam memastikan

bahwa nilai keadilan terwujud dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Terakhir,

Kewajiban profesi dokter ~datam pelayanan kesehatan ini penulis
fokuskan pada Pasal 274 huruf d dan e dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 274 Huruf d berisikan tentang
kewajiban dokter untuk membuat dan menyimpan catatan atau dokumen
tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Agar regulasi ini

berbasis nilai keadilan, beberapa langkah rekonstruksi perlu diambil untuk
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memastikan bahwa semua dokter dapat melaksanakan kewajiban ini secara
efektif dan adil.

Rekonstruksi pada pasal ini mengacu pada peningkatan infrastruktur
digital. Pemerintah perlu mengembangkan standar nasional yang komprehensif
dan seragam mengenai pencatatan medis. Standar ini harus mencakup format,
isi, dan cara penyimpanan catatan medis, serta panduan untuk memastikan
curat, dan mudah diakses oleh dokter dan

bahwa catatan tersebut lengkap, al
;///\\

tenaga medis yang berwendi cmastikan bahwa semua catatan medis

.

dibuat dan { . eIt ndukung peningkatan

/ digunakan oleh

angkau hingga
f
4

nasional untuk
pasien di berbagai

. v
fasilitas ke'sH . (Selaing darr peningkatantin Fastrukiur digital, dokter dan

LT L
tenaga medis) fﬂgu'!-g I@HU‘”&L@E&TW g berkelanjutan mengenai

pentingnya pencatatan medis yaﬁ"é“ akura a penggunaan sistem Rekam
Medis Elektronik (RME). Pelatihan ini mencakup aspek teknis, seperti cara
input data yang benar, serta pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan
informasi pasien.

Memberikan dukungan khusus untuk fasilitas kesehatan yang ada di

daerah  terpencil yang mungkin menghadapi tantangan dalam

mengimplementasikan sistem pencatatan medis digital. Dukungan dalam hal
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ini bisa berupa bantuan teknologi, sumber daya manusia tambahan, atau
pelatihan khusus yang disesuaikan dengan kondisi lokal setempat. Dengan
langkah-langkah rekonstruksi ini, Pasal 274 huruf d dapat diimplementasikan
dengan lebih adil dan efektif, memastikan bahwa semua dokter dapat
memenuhi kewajiban mereka dalam pencatatan medis dengan cara yang efisien
dan tepat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan keamanan perawatan

at.osistem kesehatan secara keseluruhan di

L
W I"; E ﬁ :E W di ﬂ / dipahami oleh semua

dokter dan tet "":!J"L‘l’fy I"" Maliz 1 ‘haus imenchkup kriteria yang jelas
i

mengenai kapan dan bagalmahaﬂ pasi irujuk, berdasarkan kondisi
medis, kebutuhan spesialisasi, dan akses ke layanan kesehatan yang relevan.
Selanjutnya, langkah rekonstruksi dengan pemanfaatan teknologi untuk
memfasilitasi rujukan penggunaan sistem digital untuk rujukan. Implementasi
sistem rujukan digital yang terintegrasi dengan rekam medis elektronik (RME).

Sistem ini harus memungkinkan dokter untuk merujuk pasien secara efektif

dan efisien, serta memberikan akses real time terhadap informasi medis yang
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relevan. Teknologi ini juga harus mencakup mekanisme umpan balik dari
dokter dan tenaga medis penerima rujukan untuk memastikan kelanjutan
perawatan pasien yang optimal.

Terakhir, menyediakan mekanisme hukum yang jelas untuk menangani
pelanggaran dalam proses rujukan. Ini termasuk sanksi bagi dokter atau
institusi yang tidak mematuhi protokol rujukan atau yang melakukan rujukan

berdasarkan pertimbangan ya o tid

esual dengan kepentingan terbaik

pasien juga termasuk doktt ‘u yang menolak menerima rujukan

-,

tanpa ada / m i‘& ’llﬁl\\ hukum bagi dokter yang
b / 'a “Y

: ’ <) dengan standar yang

pelatihan | ;
\ > /

memfasilitas u l"a i 2;3 W LU ﬂ shatan, monitoring dan
evaluasi berk3 ?1‘35“-'?'4” Iéﬁpuﬂlwﬂiﬂﬁhﬁ /

teknologi  untuk

ndungan hak. Langkah-

langkah ini akan memastikan bahwa dok claksanakan kewajibannya
dengan adil dan efektif, sehingga pasien menerima perawatan yang sesuai dan

optimal, serta tercipta sistem kesehatan yang lebih baik dan berkeadilan di

Indonesia.
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Tabel 5.1

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan

Pasal 273
Ayat Sebelum Alasan/ Ayat Setelah
Rekonstruksi Kelemahan Rekomstruksi
(1) | Mendapatkan Pasal ini tidak | (1) | Mendapatkan  gaji
huruf | gaji/upah, imba huruf | atau upah, imbalan

perbedaan

yang cukup
signifikan
antara

berbagai

daerah. Tanpa

jasa, dan tunjangan

kinerja yang layak

lokasi

enugasan, dan
risiko pekerjaan
dengan standar

minimum nasional
sesuai dengan
ketentuan

perundang-

undangan.
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standar yang
jelas, dokter
dan  tenaga
medis  atau
tenaga

kesehatan di

o —
meskipun

beban kerja
dan risiko
yang dihadapi
sama atau
bahkan lebih

tinggi di
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daerah

terpencil
(1) | Mendapatkan Banyak (1) | Mendapatkan
huruf | perlindungan atas | fasilitas huruf | perlindungan  atas
d keselamatan, kesehatan d keselamatan,
kesehatan  kerja, | yang terutama kesehatan kerja, dan
dan keamanan. daerah keamanan yang
mencakup
lingkungan kerja
aman,
dari
dan
serta
dan

2wl

'éﬁ:*l'el.q::m-hg.

Fa,
terpapar

penyakit dan
cedera  bagi
dokter  dan
tenaga medis
atau  tenaga

kesehatan.

memadai.

peralatan kerja yang
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(1)

huruf

Mendapatkan
pelindungan  atas
perlakuan yang

tidak sesuai dengan

harkat dan martabat
manusia,  moral,
kesusilaan,

nilai sosial buda

o

Pasal ini
mengakui hak
atas
perlindungan

martabat,

tetapi langkah

serta | kon!

(1)

huruf

éfﬁaga medis
atau  tenaga
kesehatan
untuk
mengetahui

bagaimana

mereka

Mendapatkan
perlindungan  dari
segala bentuk
perlakuan yang tidak

sesuai dengan harkat

dan martabat
manusia, moral,
kesusilaan, nilai

sosial budaya, serta

erundang-

undangan.
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dilindungi.
Dalam
praktiknya,
perlindungan
terhadap

kasus hukum

CHUANNO N CSCIATA]

Pasal 274
Huruf Sebelum Alasan/ Huruf Setelah
Rekonstruksi Kelemahan Rekomstruksi
d Membuat dan | Banyak d Membuat dan
menyimpan fasilitas menyimpan catatan
catatan dan/ atau | kesehatan, dan/atau dokumen
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dokumen tentang
pemeriksaan,

asuhan, dan
tindakan yang

dilakukan.

g
=
[

W\

&
CHICTULA
?t:"J-'l-e'J_;'r |{&“‘"‘.:“ﬂt"w?h

)
S

terutama  di
daerah
terpencil dan
pedesaan,
belum

memiliki

mempunyai
kompetensi  dan
kewenangan yang

sesual.

e
aKses menuju

dokter
spesialis
sangat
terbatas. Hal
ini dapat

menyulitkan

tentang
pemeriksaan,
asuhan, dan
tindakan yang
dilakukan  dengan

prinsip transparansi,
akurasi,

kerahasiaan, dan
aksesibilitas  yang

bagi tenaga

Tenaga Kesehatan
lain yang memiliki
kompetensi dan
kewenangan yang
sesuai, dengan
koordinasi antar
Tenaga Medis atau

Tenaga Kesehatan

untuk  menjamin
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proses kontinuitas
rujukan perawatan.
karena dokter
dan  tenaga

medis  yang

SSULA
« ]ééﬁu’ ”Elv;;.‘m‘mwl,g-

i
bisa

menyebabkan
keterlambatan
dalam
penanganan
medis  yang

dibutuhkan.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa regulasi mengenai hak dan kewajiban profesi dokter sebagai
penyedia layanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2023 tentang Kesehatan belum berkeadilan karena beberapa alasan.

bfg  dihadapi, serta tidak
2 \ idup. Perlindungan
¢ndetail dalam

o (jawab institusi

memadai pada

W
u :-‘ i zp!ﬁ u E A t' tenaga medis belum

ﬂ‘?—'?u*!'. <ar pr’; 207 m‘; in d Fl-ﬂ% sgakan sanksi yang jelas,

kuan yang tidak adil. Kewajiban
mencatat dan menyimpan dokumen medis juga perlu ditingkatkan
dengan ketentuan yang mendukung penggunaan teknologi yang aman
dan efisien. Proses rujukan pasien memerlukan pedoman operasional
yang lebih rinci untuk memastikan koordinasi yang baik dan

pemahaman yang jelas tentang hak pasien tersebut.
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Kelemahan-kelemahan dalam regulasi hak dan kewajiban profesi
dokter dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan merupakan hal yang wajar mengingat kompleksitas sistem
kesehatan dan dinamika praktik medis yang terus berkembang. Setiap
regulasi baru membutuhkan waktu untuk dievaluasi dan disesuaikan
dengan kebutuhan nyata di lapangan, termasuk menyesuaikan

ketentuan terkait imbalax

2
=

u ﬁ%‘ i 5'15 u kev ﬂ profesi dokter sebagai
W, Betlhanll £oalsyliol gimala, //

a direkonstruksi, hal ini

dapat disebabkan oleh beberapa masuk kompleksitas sistem
regulasi, perubahan dalam praktik medis, serta tantangan dalam
menyesuaikan peraturan dengan perkembangan teknologi dan etika
medis. Oleh karena itu, meskipun terdapat langkah-langkah untuk
meningkatkan regulasi, masih diperlukan upaya lanjutan untuk

memastikan bahwa semua aspek profesi dokter mencapai keadilan

sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga melakukan
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Rekonstruksi Pasal 273 dan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 Tentang Kesehatan

B. Saran

1.

3.

Pemerintah dan DPR sebaiknya Rekonstruksi Pasal 273 dan Pasal 274
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan upaya

rekonstruksi regulasi hak dan kewajiban profesi dokter sebagai

akuntabel, serta mendorong

A akan. Hal ini

dokter sebagai

kesejahtCraamtenagamedss untuk-mencaparnilai berkeadilan.

Memperkuat mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif
masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, dapat
tercipta transparansi, akuntabilitas, dan keberagaman dalam perspektif
yang diakomodasi, sehingga menjaga kualitas dan keadilan dalam

layanan kesehatan.
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C. Implikasi

1.

Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menekankan pentingnya pendekatan yang
holistik dalam pengaturan praktik medis. Teori-teori yang menekankan
aspek etika, sosial, dan ekonomi dalam regulasi profesi medis menjadi
relevan, memerlukan perhatian yang lebih besar terhadap keadilan

distributif, akses t

W
wtllwl)l gnotosliol imals

dalam praktik kedokteran merek
dapat diaplikasikan secara langsung untuk meningkatkan kualitas

layanan kesehatan secara menyeluruh.

198



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku
Abdul Bari Saifudin, Dkk, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan

Maternal dan Neonatal, (Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono

Prawirohardjo, 2009)

embangunan Ekonomi,

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, (Jakarta: BAPPENAS

RI, 2004)

Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,

2008)

Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, (Jakarta:

Penerbit Binarupa Aksara, 2002)

199



Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, (Jakarta: Binarupa Aksara,

1996)

B.N. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2007)

‘Al

iy égp'),_,' wimela

. g )
Eryati Darwin, Etik Kedokteran, (Padang: Universitas Andalas, 2018)

Fertman, C. I., & Allensworth, D. D., Health Promotion Programs: From

Theory to Practice, (San Francisco: Jossey Bass, 2010)

Hafid Abbas, Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien
Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran (Badan Penelitian dan

Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008)

200



Hermien Hadiati Koeswadji. Makalah Simposium Hukum Kedokteran

(Medical Law). (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1993)

Heru Nurcahyo, llmu Kesehatan Jilid I (Buku Sekolah Elektronik, 2008)

J. Guwandi, Tindakan Medis dan Tanggung Jawab Produk Medis, (Jakarta:

FK UI, 1993)

1

James P. Chaplin, "':\“ ap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo
a2

Persada, :.-?i'"/

clal.Science Perspective

= W
ir: Availability of

>
/1 ﬂ i,
~ f

: Penang Institute,

-

¥
B\ UNISSULA
erzaqon-.,L dan; Purwo E ,,‘r,_ | Kepus l,ﬂ-/
DA TR KOst g...ﬁﬁt.....;““‘;-m.." 06

engenai Landasan Teori

, (Surabaya: Universitas

Negeri Surabaya, 2017)

Moh. Mahfud MD, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif — Urgensi dan

Kritik, (Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, 2011),

Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi

— Politik, (Jogjakarta: HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007)

201



Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Kencana Prenada,

2010), Pengantar IImu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008)

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,

(Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990)

Salim H.S, Perkembangan Teori Dalam IImu Hukum, (Jakarta: Rajawali

Press, 2012)

&
UNISSULA /NN
il ‘.,, ukum | "A/ am Upaya Pelayanan
ah Sal

Sakit, (Jakarta: PT 'Raja Grafindo Persada,

a

Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, (Jakarta:

Penerbit Rineka Cipta, 2005)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1981),
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT.

Raja Grafindo, 2003)

202



Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus

IAIN Palopo, 2018)

Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, (Bandung: Mandar Maju, 2001)

Y.A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, (Malang:

Bayumedia Publishing, 2007)

E.E i&ﬁ [ ﬁﬁ u P ﬂ*& onesia Nomor 82/PU-

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan

Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan

203



Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan

sehatan Nomor 71 Tahun 2021
3 dinin

1/ Medical Council in

L
: %,’ ﬂa z iﬁﬁ M ﬂ__jﬂ" ionalism: A Review.",
Ma m’MléﬂJWh 4 28, no. 3, 2021
iy

Andini, Hubungan Hukum antara Tenaga Medis dan Pasien dalam
Pelayanan Medis menurut Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan

Tembusai, VVol.8, No.1, 2024

Cicih B. Purnamasari, dkk, “Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran
Dalam Persepsi Instruktur Dan Mahasiswa”, Jurnal Pendidikan

Kedokteran Indonesia, VVol.4, No.1, Maret 2015

204



Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM”, Jurnal Ilmu

Kedokteran, Jilid 2 No. 1, 2008

Ferry 1. Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar

Filosofis Dan Ideologis Bangsa”, DiH Jurnal Hukum, Vol.13,

No.25, Februari 2017

elenggaraan Praktik

»
UNISSULA
’l\l ﬁ:ﬂ" vof;ivf '._-' cre L.,tj/

:%'m ] Undang-Undang No.
Sreiet] Yeed al Manajemen Pelayanan

' 'E.‘l‘alllllll:‘-‘lln!l"h i g

Kesehatan, Vol. 09, No. 02, Juni 2006

Ira A. Maerani dan Nuridin, “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan
Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam"”, Jurnal Ilmu Hukum

Pandecta, Vol. 1, 2015

Kurniawan Arianto, Perubahan Pola Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Sejalan Dengan Perubahan Pola Politik yang Terjadi, Makalah,

205



Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta,

Safinatunnisa Boang Manalu, “Fungsi Informed Consent Dalam
Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien Dengan Pihak
Klinik (Studi Pada Klinik Jemadi Medan)”, Jurnal Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara Medan, 2017

Shaw, Sasha, dkk, "General Medical Council (GMC) Fitness to Practice

Crimen, Vol.VIII,

. Interﬁ_ -‘ ‘ ‘ I ,
https:/7 ? Lid/ul & ga,_*' lan-sakit
WA\ nissua /R
| mﬂhgl@ebl u Li‘/
S 0 r.n
e
tujuannya?page=1&page images=1

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adil/
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05
https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/6-jenis-pelayanan-kesehatan-
yang-umum-di-indonesia/
http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-

regulasi

206


https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/konsep-sehat-dan-sakit
https://www.kompasiana.com/gramediaofficial/630ee139dbfe1703301dbef2/mengenal-definisi-regulasi-serta-fungsi-dan-tujuannya?page=1&page_images=1
https://www.kompasiana.com/gramediaofficial/630ee139dbfe1703301dbef2/mengenal-definisi-regulasi-serta-fungsi-dan-tujuannya?page=1&page_images=1
https://www.kompasiana.com/gramediaofficial/630ee139dbfe1703301dbef2/mengenal-definisi-regulasi-serta-fungsi-dan-tujuannya?page=1&page_images=1
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adil/
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05
https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/6-jenis-pelayanan-kesehatan-yang-umum-di-indonesia/
https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/6-jenis-pelayanan-kesehatan-yang-umum-di-indonesia/
http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi
http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi

https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/
https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-profesi-kedokteran/
https://www.ama-assn.org/about/who-we-are
https://www.smc.gov.sg/about-smc

https://hq.moh.gov.my/medicaldev/cawangan-pembangunan-profesyen

perubatan/malaysia-housemanship/

&P
UNISSULA

Aeellwl/l 1,;1 wizela

207


https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/
https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-profesi-kedokteran/
https://www.ama-assn.org/about/who-we-are

UNISSULA
'Fﬂpw1é’pbl s '.?-

208



